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ABSTRACT

The number of Baitul Maal Wat Tamwias been growing rapidly in Indonesia from
year to year. The data show that in 2013, the drdwas reached more than 5500 BMT
spread throughout Indonesia. However, its developrhas still not been followed by the
legal rules. Some of them follow the legal systenCooperatives, that are Act No. 25 of
1992 and Decree of the Minister of Cooperatives a®8MEs, No. 91
/KEP/M.KUKM/IX/2004 about the Implementation Guidelines for Cooperatgerations
of Islamic Financial Services (KJKS). However, afdet No. 1 of 2013 about Micro-finance
Institutions had been issued, the legal institwiostatus of BMT and its supervision has
become a problem for the existence of BMT. Theeefthiis study met the issues of how the
legal status and supervision of BMT before andratfte issued Act No. 1 of 2013 about
micro-finance institutions.

This study was an empirical law rechtdogmatik agfaisct No. 1 of 2013 about
Micro-finance Institutions. It used primary legalatarials, namely the Micro-finance
Institutions Act; the result of interviews; and datentation that were analyzed qualitatively.

The result analysis showed that before the Law adrdfinance Institutions was
issued, there were 3 groups of BMT, namely: BMThwiihe Cooperative legal entity and
being supervised by the State Ministry of Coopeeatiand SMEs; BMT that were formed
under the foundations legal entity; and BMT thatrevéormed under Non Governmental
Organisation. However, aftéxct No. 1 of 2013 had been issued, Microfinancditutsons
should only have legal status, either as a coaperar an incorporated company (PT). In
addition, the supervision should be conducted by BEwnancial Services Authority of
Indonesia (OJK) coordinated with both the Minist Cooperatives and SMEs, and the
Ministry of Home Affairs. Nevertheless, the compete of supervision has still not been
clearly regulated in the Microfinance Institutiofist, because the new law might effectively
run two years after being enacted while the impletioe is also still not regulated yet.

Thus, it should be recommended to make clear impfeation rules in the legal
status of Microfinance Institutions, especially fbose not have legal entities as well as those
should transform. Similarly, in terms of supervisidghere should be a clear competence of
supervision performed by the FSA and the two meetioMinistry above. So, there might
not be either overlapping or loose supervision.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwijl Micro-finance Institutions, Act No. 1 of 2013 alio
Micro-finance Institutions
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Baitul Maal wat Tamwiladalah lembaga keuangan dengan konsep syariah
yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan kpnseal dantamwil dalam satu
kegiatan lembaga. Konsepaal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan danakuzakat, infak dan
shadagah (ZIS) secara produktif. Sedangkan komseypvil lahir untuk kegiatan
bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan kangan dengan sektor
masyarakat menengah ke bawah (mikro).

BMT muncul untuk menyerap aspirasi masyarakat musti tengah
kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip rilekalgjus sebagasupporting
funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usallad&a menengah.
Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang beariZaitul Maal wa Tamwil
(BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil batpsyarakat, terutama
masyarakat kecil yang tidaankabledan menolak riba, karena berorientasi pada
ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi rakmkan misi ekonomi syariah
dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyd¢amgan meningkatkan ekonomi
mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangattpgiseengah perkembangan
lembaga keuangan mkro konvensional lainnya.

Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusdtiidpunan BMT
Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.90@TB Sebanyak 206 di antaranya
bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesiaa R@05, seluruh aset 96 BMT
yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 rmiiada 2006, aset tumbuh
menjadi Rp 458 miliar, dan hingga akhir 2011 juméset mencapai Rp 3,6 triliun
dari 206 BMT yang bergabung di asosidsi’Dalam perkembangannya, di tahun
2013, angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebinb880 BMT yang tersebar

di seluruh Indonesia.

! JoelarsoBMT Summit 2012¢ogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012
2 Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center ofidla Banking and Economics, internasional
Conference “Empowering SMEs for Financial Inclustod Growth”, (Jakarta: 2014)



Sedangkan perkembangan BMT di Jawa Tengah hingbanta2012
mengalami peningkatan yang signifikan di bandingbada tahun 2011 lalu. Ini dapat
dilihat dari jumlah asset BMT di Jawa Tengah mekaidiingga mencapai 47%, Pada
tahun 2012 terdapat 371 BMT yang sudah tergabutgmdd@erhimpunan BMT
Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan total BBt seluruh Jawa Tengah
sebesar 3,4 trilyun dari sebelumnya 1,8 trilyutaiun 2011.

Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengamgeturan dan landasan
hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yanbds jika dibandingkan dengan
lembaga keuangan lain yang ada, karena selain mkemmlsi komersial (Baitut
Tamwil) jugamemiliki misi sosialBaitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan
sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yateh ada sebelumnya.
Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, nammainini masih bersifat
pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalbemtuk Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk bdudum koperasi. Sebelum
menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan kattiflari PINBUK dan
PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Inglaneebagai Lembaga
Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendulmgram Proyek
Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakag yikelola oleh Bank
Indonesia (PHBK-BI).

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat inalitag BMT belum ada,
hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koper@&h karena itu BMT
tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-tmdn.25 Tahun 1992 tentang
Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang1lMoTahun 2012 tentang
Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentgn Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa KeuaggaalS(KJKS). Aturan hukum
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam PetunjukkBatsman (JUKLAK) dan Petunjuk
Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosé€si0P) dan Standar Operasional
Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 35R/RI.KUKM/X/2007

¥ PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Keeiligtenter for Mikro Enterprise Incubatioyang
didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarteh dieof. Dr. B.J. Habibie Ketua Umum ICMI (Ikatan
Cendekiawan Muslim se Indonesia), K.H. Hasan B@&tua Umum MUI) dan Zainul Bahar Noor (Direktur
Utama Bank Muammalat Indonesia). PINBUK didirikaengan mengembangkan model Lembaga Keuangan
Mikro-Baitul Maal wa Tamwil (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakaélalui
penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaah edasi@mi yang dapat menjangkau dan melayani
lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkangkau langsung oleh perbankan um@ejarah dan
Latar Belakang Kelahiran BMTJnkopsyah, 2010).



tentang Pedoman standar Operasional Manajemen &ip#asa Keuangan Syariah
dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2&itartg Lembaga
Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukBMT menjadi suatu
permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMTgyandah ada saat ini
kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengémsaha kecil menengah dan
cakupan luas usaha meliputi beberpa kota/kabupb#drikan lintas propinsi. Namun,
dengan pengaturan BMT sebagai LKsebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013,
keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibat&la ingin melebarkan usahanya ke
kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransfornmasinjadi bank. Dengan
demikian, maka yang memiliki kewenangan atas peagaw berubah dari
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengamjade Otorutas Jasa
Keuangarl. Perubahan pengawasan ini menjadi kekhawatiraerteirs bagi BMT,
sekaligus menjadi celah hukum, bila pengawasan BMSih tetap berada di bawah
pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM.

Beberapa pasal tersebut menjadi permasalahan deisbagi BMT yang
selama ini perkembangannya pesat, karena tidakgliidengan pengaturan khusus
tentang BMT dan hanya menumpang aturan pada sebatiean perkoperasian dan
aturan LKM. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak fy#®iua Perhimpunan BMT
Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, “beberapa BMBasaaresah dengan keberadaan
UU LKM, status badan hukum dan pengawasan BMT ndemgarmasalahan yang
harus segera dapat diantisipasi penyelesaiannj@m&eni BMT sudatadem ayem

dengan badan hukum koperasi dan pengawasan darerkeam Koperasi, namun

* Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingka#! adalah lembaga keuangan yang khusus
didirikan untuk memberikan jasa pengembangan udahapemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepadaotnggn masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha ighkgsemata-mata mencari keuntungan. Pasal 1 ayat (
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembagan¢zmMikro.

® Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 28h8hg Lembaga Keuangan Mikro menyatakan
bahwa, “cakupan wilayah usaha suatu LKM beradandadatu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau
kabupaten/kota.

® Pasal 27 Undang-Undang No/ 1 Tahun 2013 tentamgphga Keuangan Mikro, bahwa “LKM waijib
bertransformasi menjadi bank jika: a. LKM melakuka&giatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupkadés
tempat kedudukan LKM; atau b. LKM telah memenukisgaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan”.

"Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Kemaegagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (8andgpaUndang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro (LKM). Otoritas Jasa Keuangan, yaetpnjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak yailg mempunyai fungsi, tugas , dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan , dan penyididaagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 20dtatey Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



dengan adanya UU LKM, status badan hukumnya dillisndan pengawasannya bisa
jadi melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ddah yang paling dikhawatirkan
oleh teman-teman BMT®.

Berdasarkan realitas yang sudah dipaparkan di iaiksh, penulis akan
mengkaji lebih dalam menggunakan optdchtdogmatielempiric dalam penelitian
yang berjudul “KajianRechtdogmatiek Empiritindang-Undang No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Statusdda Hukum dan
PengawasaBaitul Maal Wat Tamwi(BMT)”

B. PERMASALAHAN
Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitizatah :

1. Bagaimana status badan hukum dan pengawasan BltuVa Tamwil (BMT)
yang sudah ada dan dipilih oleh BMT sebelum addsyaNo. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuanga Mikro?

2. Bagaimana eksistensi kelembagaan BMT dan statusnblawkumnya Pasca UU
No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?

3. Bagaimana analisieechtsdogmatiek empiriatas UU No.1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan HukumPdangawasan BMT?

C. PEMBATASAN MASALAH
Permasalahan dalam penelitian dibatasi agar tidelelbar pembahasannya,
yaitu mengenai status badan hukum dan pengawasah &Melum dan sesudah

adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lgankauangan Mikro.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status badan hukBaitul Mal Wa Tamwi{BMT) yang sudah
ada dan dipilih oleh BMT sebelum adanya UU No. lhura 2013 tentang
Lembaga Keuanga Mikro

2. Untuk mengetahui eksistensi kelembagaan BMT datustbadan hukumnya
Pasca UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuavidaio

8 Wawancara Pre Riset dengan Bapak Yusuf, KetuaiRguman BMT Indonesia Perwakilan Jawa
Tengah.



3. Mengkaji dan menganalisis secara rechtsdogmatiekT Bddbagai Lembaga
Keuangan Mikro dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang lhaga Keuangan
Mikro?

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi BMT
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gaarbasekaligus penjelasan
tentang realitas kelembagaan dan status badan hBRliinyang sudah ada dan
yang diinginkan oleh BMT agar selaras dengan amafaiNo. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Bagi Regulator
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meli@alitas law in action
kelembagaan dan status badan hukum BMT yang setareadah ada sekaligus
untuk menyerap aspirasi dan harapan dari BMT-BMar a@pat ditindak lanjuti
dalam bentuk regulasi yang memihak dan memberikaindungan kelembagaan
bagi BMT sebagai Lembaga Keuanagan Mikro.

3. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refg@rdan acuan bagi masyarakat
untuk lebih memahami kelembagaan dan status bad&onmh BMT sebagai
Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana UU No. 1 Talll3 2entang Lembaga

Keuangan Mikro.

F. KAJIAN RISET SEBELUMNYA
1. Penelitian berjudul “Konsekuensi Yuridis PerubahBantuk BMT menjadi
KJKS”, oleh Nur Azizah Fitriyanti, Universitas Brgaya Malang, 2013.

Latar belakang penulisan ini adalah bahwa di lapardgwasa ini mulai
bermunculan Lembaga Keuangan Mikro berbentuk BMTardakehidupan
perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya gigadikan obyek dalam
penulisan ini yaitu Koperasi Syariah Fanshob Kaygng berkedudukan di
kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka untuk mendapatkapastian dan
perlindungan hukum, maka BMT merubah bentuknya atki{operasi.

Konsekuensi yuridis yang terjadi akibat perubahantitk BMT menjadi

badan hukum Koperasi adalah bahwa BMT yang bersaagkharus tunduk
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sepenuhnya apada segala peraturan terkait perlsigrer&ada prakteknya BMT
yang telah berkonversi tersebut tidak sepenuhnykksenakan fungsi-fungsi
perkoperasian dengan sepenuhnya. Penyimpangampmmngan atas fungsi-
fungsi perkoperasian dilakukan oleh BMT yang tedankonversi menjadi badan
hukum Koperasi dengan tujuan untuk mempertahankanklzasnya sebagai
BMT.?

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis tentangenBik Badan Hukum
Koperasi Di Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)”, de Golom Silitonga,
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimadrentuk badan
hukum koperasi dalam suatu Baitul Maal Wat Tam@M{) sesuai dengan
Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perksp@m sebagaimana
telah diganti dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tal012 tentang
Perkoperasian, dihubungkan dengan Koperasi Syaselbagaimana dalam
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mgak Nomor:
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanadtegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah, untuk mengetahanggungjawaban dan
konsekwensi hukum bagi Pengurus BMT serta untuk getmui yang
bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari kagieBMT. Penelitian ini
bersifat yuridis normatif dengan mengandalkan datander sebagai sumber data
utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk dukang penelitian
kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. IHasalisis disajikan secara
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan BMT Artha Amanah Sandé@bupaten
Bantul adalah BMT yang berbadan hukum koperasidsentkan Undang-Undang
Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. BMTgaerbagi hasil syariah
dalam kegiatan usahanya berpedoman kepada Keputlsateri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX@20Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangaials sehingga dalam
BMT Artha Amanah, ada Dewan Pengawas Syari'ah. drenDewan Pengawas
Syari’ah tidak dalam Pengawasan Dinas PerindusBe&dagangan dan Koperasi

Kabupaten Bantul, akan tetapi berada dalam pengewl$ama dalam hal ini

® Nur Azizah Fitriyanti, Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT menjadkJXMalang,
Universitas Brawijaya, 2013).



Majelis Ulama Indonesia melalui organnya Dewan Bfar Sehingga ada
dualisme pengawasan oleh badan yang berbeda teriida Artha Amanah
Sanden Kabupaten Bantul dalam menjalankan kegigdarsebagai Koperasi
Syariah'°

3. Penelitian berjudul “Eksistensi Baitul Mal Wat Taith(BMT) Sebagai Lembaga
Keuangan Syariah di Indonesia”, Oleh Neni Sri Ingatij Program Doktor [Imu
Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Berdasarkan data, diketahui bahwa dari seluruhkpelasaha dalam
perekonomian nasional, yang secara kuantitatif Uklerkirakan tercatat
sebanyak 99,91% merupakan kekuatan riil yang pemkndapat perhatian.
Disamping itu sampai akhir tahun 2003 UKM mampu yeeap tenaga kerja
93%, 45 dari seluruh tenaga kerja nasional yangetdpekmeliputi 88,7% dari
usaha kecil dan 10,7% dari usaha menengah (BP$ tab03). Kenyataan
menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, /KISPP—Koperasi pola
syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kus¢jak sepuluh tahun terakhir
ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga keuangakranyang concern dalam
pengentasan kemiskinan / penguatan ekonomi ralayatetdapat lebih dari 3000
Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja berdasarkamsiprisyariah (LKMS).
Simpanan dana berkembang di LKM sampai tahun 28b8sar Rp 29.002 milyar
sedangkan simpanan asset LKMS (BMT) sebesar Rpr2idgar (0,72 %). Peran
BMT dalam memberikan kontribusi kepada gerak roki@nemi kecil jelas ril,
BMT langsung masuk ke pengusaha, bukan itu sagastiiategis BMT satu yang
paling istimewa, BMT juga menjadi penggerak pembaag dalam menyantuni
masyarakat papd.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-peneliti@mupa yang sudah ada dan
pernah dilakukan. Penelitian ini mengkaji realitedembagaan dan badan hukum
BMT yang sudah ada sebelum UU No. 1 Tahun 201&amgntembaga Keuangan
Mikro, sekaligus mengkaji dan menganalisis secacatsdogmatielempirisundang-
undang baru tentang LKM yang mengatur status kedggadin badan hukum BMT

dan pengawasannya.

% Golom Silitonga,Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum KopeBisDalam Baitul Mal
Wat Tamwil (BMT)(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

' Neni Sri Imaniyati Eksistensi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai LaegeéKeuangan Syariah
di Indonesia (Semarang: Program Doktor IImu Hukum Universid§sonegoro, 2006).
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G. DESAIN PENELITIAN

N =

oo

Adanya realitas pertumbuhan BMTdan asetnya yangesgesat di Indonesia

Tidak adanya pengaturan khusus tentang BMT

Adanya realitas badan hukum dan pengawasan BMTukupdda aturan perkoperasian
Diundangkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembagaakgan Mikro yang merubah
aturan status badan hukum dan pengawasan BMT

Kekhawatiran BMT akan peralihan pengawasan BMT(keritas Jasa Keuangan (OJK
Kekhawatiran akan perubahan status badan hukum BiHjadi Bank

Kekhawatiran akan pengaturan LKM atas BMT mempérpatkembangan BMT

JL

Kajian Rechtdogmatiek Empiris Undang-Undang No.1 Taun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum darPengawasan BMT

J L

1. Bagaimana status badan hukum dan pengawasan Bé&dulWa
Tamwil (BMT) yang sudah ada dan dipilih oleh BMTbskim
adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keulsliiga?
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Keuangan Mikro?
3. Bagaimana analisiechtsdogmatiek empiriatas UU No.1 Tahur
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H. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. MehuPeter Mahmud,
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemat@aan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gunanjaeab isu hukum yang
dihadapi*® Dikatakan penelitian hukum karena dalam penelifi@nmengkaiji
secara normatif sekaligus empiris Undang-Undang Nd.ahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro atas BMT sebagai Lembagakgan Mikro.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah adalah [weere rechtdogmatiek
empiric yang mengkolaborasikan pendekatan yuridis nornfegithtdogmatiek)
dan vyuridis sosiologis (empiris). Yuridis normatddalah pendekatan yang
menggunakan konsefegis positivisyang menyatakan bahwa hukum adalah
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat diandangkan oleh lembaga-
lembaga atau pejabat yang berwen¥n@edangkan yuridis sosiologigon
doctrinal), lebih difokuskan pada penelitian berlakunya hukunrtuk mengetahui
implementasi suatu hukum di masyarakat dan penggaubntuk mengatur sikap
dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan yiagaghkan atau tidak.

Rechtdogmatielempiricdigunakan untuk mengkaji secara normatif pasal-
pasal yanga da di dalam Undang-Undang No. 1 Taldl3 2entang Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)(Law in the Books3}ekaligus menkajinya dalam realitas

kelembagaan dan pengawasan BMT yang sudalLadain Action).

3. Sumber Data
Data adalah suatu fakta yang digambarkan melalgikaansimbol, kode,
keterangan atau bentuk lainnya yang menjelaskaiu $1z™> Sumber dan jenis

data adalah subyek dari mana data dapat dipefd@keh karena itu, sumber dan

12 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumCet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), him.35.
18 Ronny Hanitijo SoemitrdVietode Penelitian Hukum dan jurimet@halia Indonesia, Jakarta, 1988,
hal. 11.

14 Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukurfdakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 135.

1515 M. Igbal HasanPokok-Pokok M ateri Metodologi Penenelitian danikasinya,(Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), him. 82.

16 Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prak{é&karta : Rineka Cipta, 1990),
Cet. 11, him. 114.
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jenis data sangat penting untuk mendukung validgaatu penelitian. Data
primer’ dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancdemgan pengelola
BMT, Perhimpunan BMT Indonesia dan Kementrian KagerSedangkan data
sekundefnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 dan yserat
perundang-undangan lainnya yang berhubungan depeyaalitian ini. Selain itu
juga berasal dari bahan-bahan kepustakaan laie/ipa@n-penelitian sebelumnya,
data-data sekunder dari BMT, Perhimpunan BMT Ind@nelan Kementrian
Koperasi.

4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwaiperiatau hal-hal atau
keterangan-keterangan atau karakteristik-karakilerisebagian atau seluruh
elemen atau populasi yang akan digunakan dalamlifiemé® Teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam gemeini adalah :
1. Wawancara
Wawancarginterview)adalah dituasi peran antar pribadi bertatap nftdce
to face) di mana pewawancara mengajukan pertanyaan-paganyntuk
memperoleh jawaban dari responden yang relevan adenmasalah
penelitan’® Wawancara dilakukan secara berfdkuglan berencafa
Wawancara dilakukan kepada pengelola BMT, PerhimpBMT Indonesia
dan Kementrian Koperasi.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yarak tidngsung ditujukan
pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dekuyang ad&® Teknik
dokumentasi dilakukan atas Undang-Undang No. 1 faR0l13 tentang

Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan perundangnagasalainnya yang

" Data primer adalah data yang diperoleh dari ailaungpulkan langsung di lapangan oleh orang yang
melakukan penelitian atau yang bersangkutan yamgeriekannya. M. Igbal Hasa®p.Cit.,him. 82.

18 Data sekunder adalah data yang diperoleh danmngiilkan oleh orang yang melakukan penelitian
dari sumltger-sumber yang telah ada, yang biasapgaaleh secara kepustakaan dan dokume itédi.

Ibid., him. 83.

20 Fred N. KerlingerAsas-Asas Penelitian Behavioraérj. Landung R. Simatupang, (Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 1996), Cetlf). 770.

2L wawancara berfokugfocused interview)adalah wawancara yang berpusat pada suatu pokok
permasalahan tertentu yang dibahas dalam penelitiarAmirudin dan Zainal AsikinPengantar Metode
Penelitian Hukum(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him.85.

22 \Wawancara berencaiistandardized interviewddalah wawancara yang disertai dengan suatu daftar
pertanyaan yang disusun terlebih dahibid., him 84.

M. Igbal HasanQp.Cit.,him. 87.
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berhubungan dengan permasalahan dalam peneliiaDakumentasi juga
dilakukan atas buku-buku, jurnal, laporan pengiljtidata-data dari BMT,

perhimpunan BMT Indonesia, dan Kementrian Koperasi.

5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan iaisatata kualitatif,
yaitu dengan mengorganisasikan data, memilahnygadiesatu kesatuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mekan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk nigskannya secara berfar.
Teknika analisis dilakukan dengan tahapan :
a. Mencatat data-data yang ditemukan di lapangan, rmeabnempelajari dan
menandai sesuai dengan tingkat keabsahan data;
b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, nsiatesiskan,
membuat ikhtisar;
c. Berpikir dan menganalisis data-data tersebut aganmanyai makna, mencari
dan menemukan pola dan hubungan dan dituangkamdadatuk deskriptif

analitis®®

24 Bogdan dan Biklen dalam Moleor@p.Cit.,him. 248.

5 Deskriptif analitis adalah rancangan organisasigang dikembangkan dari kategori-kategori yang
ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankanyatag muncul dari data secara analitiloid., him.
257-258.
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BAB Il
KERANGKA TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja4(20®4), Lembaga
Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang mekainepelayanan jasa kepada
masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin sargapengusaha kecil”. Sedangkan
menurut Soetanto Hadinoto, Lembaga Keuangan Mikdaladh penyedia jasa
keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta mgsfisebagai alat pembangunan

bagi masyarakat pedesaan” (Soetanto Hadinoto, 2(0)5:

Selanjutnya, menurut Direktorat Pembiayaan (Astz@@6: 148) menyatakan
bahwa lembaga keuangan mikro merupakan suatu lempagg dikembangkan
berdasarkan semangat untuk membantu dan memfsisiitasyarakat miskin baik

untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluangiakin tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lagyabKeuangan
Mikro, yang dimaksud dengan lembaga keuangan maki@mah lembaga keuangan
yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengemdn usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjamanmmbiayaan dalam usaha skala
mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaapasan, maupun pemberian
jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak aensf mencari keuntungén.
Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor kgamferupa penghimpunan dana
dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skita dengan suatu prosedur

yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atpengbasilan rendah.

Lembaga Keuangan Mikro didirikan dengan tujuan kmagningkatkan akses
pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantingi&tan pemberdayaan
ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membpahingkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat rmid&n/atau berpenghasilan

rendah?® Dengan demikian, keberadaan lembaga keuangan mmiksangat penting

% pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentandphgenKeuangan Mikro (LKM)

2" | Gde Kajeng Baskord,embaga Keuangan Mikro di Indonesidqyrnal Buletin Studi Ekonomi,
Vol.18, No. 2, Agustus 2013, him. 115.

2 pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentangpageKeuangan Mikro (LKM).

15



untuk membantu meningkatkan perekonomian masyar&kaisusnya masyarakat
kecil yang tinggal di daerah-daerah.

Kelahiran lembaga keuangan mikro di Indonesia diagangan lahirnya
Badan Kredit Desa, yang di dalamnya berisi LumbDega (LD), yang lahir pada
tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dak Bezsa. Badan Kredit Desa
(BKD) adalah lembaga keuangan mikro yang lahir esaddesa yang melakukan
kegiatan perkreditan bagi masyarakat desa yang wmieimkan modal untuk usaha.
Kedua lembaga ini dibentuk untuk membantu petagawai, dan buruh agar dapat
melepaskan diri dari lintah darat, rentenir darepat uang informal lainnya. Pada
1905 Bank Kredit Rakyat ditingkatkan menjadi BankesB yang cakupan
pelayanannya diperluas meliputi kegiatan usahaati bidang pertanian. Pada 1929,
pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatblad® 19@. 137 tentang pendirian
Badan Kredit Desa (BKD) untuk menangani kredit gped® di Jawa dan Bali.
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendbendginya ‘bank-bank pasar’
ini serta lembaga-lembaga keuangan mikro yang tliliealeh pemerintah daerah,
seperti Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKR)adia Barat, Badan Kredit
Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Ralggtil (KURK) di Jawa
Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Bard&an Lembaga Perkreditan
Desa (LPD) di Bali (Jay K. Rosengard, 2007: 87).

Bank Rakyat Indonesia (BRI Unit Desa) adalah baakgyditunjuk untuk
melaksanakan tugas pendampingan, pembinaan dahgsskpengawasan terhadap
BKD, mulai dari bagaimana cara menilai calon pearimjjenis cicilan pinjaman yang
cocok untuk calon anggota, besarnya pinjaman aaggeéngadministrasikan usaha
simpan pinjam, pengelolaan uang Kas, memberikatubanmodal kerja, mengatur
cara penggajian para Juru Tata Usaha (JTU) dan ${dd#iD, mendidik JTU dan
Komisi BKD dan sebagainya. Semua kegiatan pendagapintersebut di atas
dimaksudkan agar BKD mampu membiayai sendiri usghamlapat memupuk
permodalan dan dapat membantu masyarakat pedesaggota BKD dalam
meningkatkan usahanya maupun meningkatkan penghagd sehingga dapat
meningkatkan perekonomian di pedesaan. DominasilBiRIDesa ini sedikit banyak
dipengaruhi oleh dukungan pemerintah terutama dalamgram bimbingan
masyarakat (Bimas). Dukungan pemerintah terhadagK Jdpa bisa dilihat dari
dukungan dana yang diberikan untuk UMK setiap tafiahun 2004, Kementerian

16



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya, melalobgtam Kemitraan dan Bina
Lingkungan (dulu disebut Pembinaan Usaha Kecil Haperasi/PUKK), kalangan
BUMN mengalokasikan dana hingga Rp. 865,8 milieahun 2004 itu juga, kalangan
perbankan nasional mengucurkan kredit kepada sékti sebesar Rp. 36 triliun.
Ada juga Program Kredit Usaha Mikro Kecil (PKUMKayg berasal dari dana Surat
Utang Pemerintah 005, besarnya dana yang dialaasiilam program ini mencapai
Rp. 3,1 triliun. Tahun 2007, BRR NAD-Nias membenkginjaman Rp. 1,7 milyar
bagi Koperasi bidang kelautan untuk membiayai ket para nelayan. Tahun
2008, pemerintah Indonesia mengucurkan Kredit Usaiaat (KUR) sebesar Rp. 14
triliun untuk 650 pengusaha kecil dengan jaminan Aakrindo (Asuransi Kredit
Indonesia) dan SPU (Sarana Pengembangan Usah&a Amgneningkat dari Rp. 7
Trilun tahun 2007

Dalam perkembangannya, keberadaan BKD ini sangatinati oleh
masyarakat kecil dan semakin tumbuh berkembangsh-desa. Oleh karena itulah,
beberapa pemerintah daerah berlomba-lomba menditdmbaga keuangan mikro
tersebut dengan nama lembaga keuangan yang berpma@eam, seperti halnya
Lumbung Pitih Nagari di Sumatera, Lembaga Perkaedi?esa di Bali, Bank Pasar,

Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagaitiya.

Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangarmdvtibagi dalam dua
kategori, yaitu LKM Bank dan LKM non Bank. LKM Barterdiri dari BRI Unit
Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangk&d lhon Bank terdiri dari
Koperasi Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredtepaanBaitul Maal wat
Tamwil (BMT), lembaga swadaya masytarakat (LSM), arisabla ppembiayaan
grameen, pola pembiayaan ASAredit union kelompok swadaya masyarakat
(KSM), dan lain-lair’! Oleh karena itu selanjutnya dikembangkan institustitusi
keuangan Syariah mikro yang dapat berinteraksigalenumat di desa dengan
kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usahayawj diberi nama Baitul Mal

wat-Tamwil (BMT)*?  Kelahiran BMT di Indonesia diinisiasi oleh Ikatan

®Lihat Rudijito, Peran lembaga keuangan mikro dalaona@mi daerah guna menggerakkan ekonomi
rakyat dan  menanggulangi  kemiskinan  studi  kasus: nkBa Rakyat Indonesia, dalam
http://vngw.indonesiaindonesia.com/f/8667-peran-lambkeuanqan-mikrpdiakses tanggal 30 Agustus 2010.
Ibid.
31 Neni Sri ImaniyatiAspek-Aspek Hukum BM{Bandung, Citra Adtya Bakti, 2010), him. 96.
% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kewangan SyaBeskripsi dan llustrasi. Yogyakarta:
EKONISIA, 2004)., him. 97.
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Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melakukgengkajian tentang
pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan halsi menghendaki adanya
lembaga keuangan syari'ah dan bebas dari unsur shkah satunya lembaga

keuangan syari’ah adalah BMBditul Maal wa Tamw)L**

Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) adalah merupakan salah satu lembaga
keuangan mikro, sebagaimana yang disampaikan datatang-Undang No. 1 Tahun

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, BanlkaPlesmbung Desa, Bank Pasar,
Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kr&gitamatan (BKK), Kredit
Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Keatan (LPK), Bank Karya
Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit PedesBafKP), Baitul Maal wa
Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), déatau lembaga-lembaga
lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapapbesi sampai dengan 1 (satu)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berl&ku.

B. Baitul Maal Wat Tamwil
1. PengertianBaitul Maal Wat Tamwil

Istilah Baitul Maal wal Tamwil(BMT) sebenarnya berasal dari dua kata,
yaitu baitul maaldanbaitul tamwil. Istilah baitulmaal berasal dari kathait dan
al maal Bait artinya bangunan atau rumah, sedangitanaaladalah harta benda
atau kekayaan. Jaddaitul maaldapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum
atau negara). Sedangkaaitul maal dilihat dari segi istilah figh adalah suatu
lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurkay&an Negara terutama
keuangan, baik yang berlenaan dengan soal pemasakapengelolaan maupun
yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dalaitai® Sedangkaraitul
tamwil, secara harfialbait adalah rumah daat- Tamwil adalah pengembangan
harta. Jadi,baitul tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan investakimdaneningkatkan
kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan jgadn dan menabung

(berinvestasi}®

33 Ahmad Hasan Ridwan (PengyBMT dan Bank Islam(Bandung: Bani Quraisy, 2004), him. 47-49
3 pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentamipaga Keuangan Mikro (LKM).

35 Suhrawardi K. LubisHukum Ekonomi Islar(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 114.

%8 Buchari Alma dan Donni Juni Prianddenejemen Bisnis Syari'giBandung: Alfabeta, 2009), 18.
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Menurut Ridwan, BMT merupakan sebuah lembaga yadak tsaja
berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan jugablaga yang tidak melakukan
pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapbaga yang kekayaannya
terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga mpekan lembaga keuangan
Syariah yang jumlahnya paling banyak dibandinglkambaga-lembaga keuangan
Syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadk tidan karena kinerja BMT
yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan jisgans yang dianut BMT
sangat membantu masyarakKat.

Pengertian BMT juga dikemukan oleh Nurul HeykBhitul Maal wal
Tamwil (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dualastBaitul Maal dan
Baitul Tamwil. Baitul Maalebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan
penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakatgiafan shodagah. Adap&aitul
Tamwilsebagai usaha penghimpunan dan penyaluran danasiakiie

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berpesasial. Sebagai
lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanga ga&ktor keuangan
yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha péwoanyakni menghimpun dana
anggota dan calon anggota (nasabah) serta mengahy& pada sektor ekonomi
yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, kerthuas bagi BMT untuk
mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil orawgector keuangan lain
yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bidakena BMT bukan bank,
maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Dengan demikian, BMT memiliki karakteristik khusysng berbeda
dengan lembaga keuangan lainnya, karena sisterasipeal BMT mengadaptasi
sistem perbankan syariah yang menganut sistem hmji dan di lain pihak
merupakan lembaga yang mengelola dana yang bedasakakat, infak, dan
sedekah (ZIS).

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadayaskhrakat
(KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum raspe Sebelum
menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan kattiflari PINBUK dan
PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Irelangebagai Lembaga

Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang menduRuogram Proyek

3 M. Ridwan,Manajemen Baitul Maal Wa Tamw{lYogyakarta: Ull Press, 2004).
38 [|h;
Ibid.
39 Muhammad Ridwanylanajemen Bank SyarighYogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003, hal 126.
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Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakef gi&kelola oleh Bank
Indonesia (PHBK-BI). PINBUK adalah Pusat Inkubassrils Usaha Kecil atau
Center for Mikro Enterprise Incubatiopang didirikan pada tanggal 13 Maret
1995 di Jakarta oleh Prof. Dr. B.J. Habibie Ketuanudoh ICMI (lkatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia), K.H. Hasan B@&tua Umum MUI) dan
Zainul Bahar Noor (Direktur Utama Bank Muammalatidnesia). PINBUK
didirikan dengan mengembangkan model Lembaga Keuahtikro-Baitul Maal
wa Tamwil (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakatalui
penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaahesmsiami yang dapat
menjangkau dan melayani lebih banyak unit usahakaeyang tidak mungkin
dijangkau langsung oleh perbankan umum.

Saat ini menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan PinmpirRusat
Perhimpunan BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 im@rdapat 3.900 BMT.
Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asdii4§i seluruh Indonesia.
Pada 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi angigutsiasi mencapai Rp 364
miliar. Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 mitlan hingga akhir 2011
jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMAgdergabung di asosiasP.
Dalam perkembangannya, di tahun 2013, angka pettbamhb BMT sudah
mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar di sélundonesid*

2. Landasan Hukum dan Status Badan Hukum BMT
Karakteristik khusus dari BMT ini membuat kedudukiamkum BMT
menjadi permasalahan tersendiri, karena aturan kamgus mengatur tentang
BMT di Indonesia belum ada. Sehingga, sebagai ssdéin lembaga keuangan
yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan peagalana ke masyarakat
BMT harus memiliki badan hukum yang jelas, agaakidherugikan masyarakat.
Selanjutnya, BMT lebih memilih status badan hukuarke badan hukum
koperasi. BMT adalah lermbaga keuangan mikro Sgayeng dapat berbadan
hukum koperasi sehingga disebut dengan Koperass Basiangan Syariah
(KJKS). Hal ini disebabkan kegiatan usaha BMT beageli bidang pembiayaan,

investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasitiééya Sebagaimana Keputusan

40 JoelarsoBMT Summit 2012/ogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012
41 Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center ofisla Banking and Economics, internasional
Conference “Empowering SMEs for Financial Inclustod Growth”, (Jakarta: 2014)
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Menteri Koperasi No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelask bahwa KJKS dan
UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, iaggstan simpanan sesuai
pola syariah.

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KIJKSUAdKS Koperasi
meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana damyaduran kembali dana
tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. SelaiKdKS dan UJKS Koperasi
dapat pula menjalankan kegiatan 'maal’ atau kegiapengumpulan dan
penyaluran dana Zakat, Infag dan Sodaqoh (ZIS).

Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi sesaagah Kepmen
Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentametunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Usaha KJKS, oleh karena itu kegiatan usa@merasi Jasa Keuangan
Syariah perlu ditumbuhkembangkan. Namun ada pesmmpenting yang perlu
dimiliki oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (gataga disebut KIJKS) dan
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnyebdi UJKS Koperasi)
sebagai lembaga keuangan ialah harus menjaga kitadiltau kepercayaan dari
anggota pada khususnya dan atau masyarakat luasipagnnya.

Akar filosofis kegiatan BMT terdapat dalam beberapeat di dalam Al-
Qur'an dan Hadits, di antaranya adalah :

1. Surat Al-Bagarah ayat 275, bahwa:

ks S5 Gl G (A A% (531 25 S ) G5k ¥ L 0050
(0 435 o Ao 5 5218 58 L3I A5 gl 40 0al L) e 23010 1508
U L B ) el el se ag o ) ety Gl ade

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak ddgeatliri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitatadan (tekanan) penyakit
gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disiedn mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samaatenigpa, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan rbeng-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,téaits berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah dimydidahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepdtidn. AOrang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalahgbeni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Bagarah:275)
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2. Surat Al-Bagarah ayat 279 dinyatakan bahwa :

08 et 4 G48 ecaiaia A5 ) L m G )5 0 10150 G

Gl Yy &l ¥ 2050 (g 24 2 ¢ Al sy ) G it

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepatkhAlan tinggalkan sisa
riba (yang belundipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribakanreetahuilah, bahwa
Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kabmutaubat (dari
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kddak menganiaya dan
tidak (pula) dianiaya”. (QS Al Bagarah (2): 279).

3. Selain, landasan hukum di dalam Al-Quran, hadite pnengatur hal yang

sama tentang larangan riba, yaitu :

15 106 4G5 A 41855 L0 9 iy e 0 (im0 0505 0

Artinya:

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yaegnberi makan riba,
penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersadldéacka semua sama”.
(HR Muslim).

G5 Ay s e 0 lia G ) B 15 08 gl ) (o) (53D e Ul el

PRy

Eliay (el Ala &ad fa) 340 Udie GIS Py 98 130 Gl (e alag 4xle A Ll G 43 gad
G G0 G b3 b3 el Ko ally axle Ay e G 0 ALl adle A e G skl
o ) 25 JAT iy 5ol o (g 538 G @i 13) ¢y cas Y 4

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa padatsuetika Bilal membawa
barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapasuRllah dan beliau
bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatk@hmBilal menjawab,
"Saya mem-punyai sejumlah kurma dari jenis yangdabnmutunya dan
menukar-kannya dua sha’ untuk satu sha’ kurma jearsi untuk dimakan
oleh Rasulullah ", selepas itu Rasulullah teruskdte, "Hati-hati! Hati-hati!
Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jartgabuat begini, tetapi
jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggijallah kurma yang
mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemugliaakanlah uang
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tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi" i{fH.R. Bukhari no.
2145, kitab Al Wakalah)

O aly adde A Mo L 40 08 agie A ) 4l (8 B0 o G padlhiie WS
Ly W 38 Alaily AN GUH & Ul gl 15t ) oy oy Al Al

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwalayya berkata,
“Rasulullah melarang penjualan emas dengan emapetak dengan perak
kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita meajuak dengan perak dan
begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginar' KithR. Bukhari no. 2034,
kitab Al Buyu).

Sy Aadlly dzailly caly Cal alug adde ) Ll B9 0sh) 06 08 (04 s i 48
o) B SR g a5 Gad iy 1% Jha e pedally adadly ainyg SNy ety Seiny Sy
B3 4 il 3%

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasudhilbersabda, "Emas
hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan pgeaidum dengan
gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kuarmangdengan garam,
bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Basgagmemberi tambahan
atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah Bamrdenga riba.
Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (H.Rinvios. 2971, dalam
kitab Al Masaggah)

< P

A5 @i gh . g e B e B ki) S 06 pgle B iy AR G ok RS
e G g IR )y k) VI L)y (AR Ll ol AL 0
fes B0 gl b e 130y i e 030 il B 1313 a3 (e Jadl sk (I8 AT G
A0 S 5l bl g B (ol s (o A ol e g ) 3 1305 5458 g bile
L Lagd &b 06 1358 448 518 AT 3 43)) s W€ adl) aap & ftan (3lhaih 18 Asalid b

GOl g7 A0 el dabiy gl b doig adle el o3 g0 G, Y8 o)

Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rastidl bersabda, "Malam
tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan meatha ke Tanah Suci.
Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungaahdadi mana di

dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir santersebut berdiri seorang
laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-lgking di tengah sungai itu
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berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang diggin sungai tadi melempari
mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke aterapal. Aku
bertanya, ‘Siapakah itu?’ Aku diberitahu, bahwai-laki yang di tengah
sungai itu ialah orang yang memakan riba.” ” (HBRkhari no. 6525, kitab At
Ta bir)

3. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perksiparadisusun
untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodatian pembinaan Koperasi
sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperdsag&mana diamanatkan
oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Denganrudik@annya Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanagratidn Usaha Simpan
pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKMo.
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksand&eygiatan Usaha KJKS
maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa KamwaBgariah perlu
ditumbuhkembangkan.

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dsaha Kecil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/MdWIX/2004 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasanigan Syariah Menteri,
Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disel{$ adalah Koperasi yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaesstiasi, dan simpanan sesuai
pola bagi hasil (syariali).

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Sydmih0asa
Keuangan Syariah adalé&h:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khusudnlgalangan usaha
mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistgariah;

2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatsaha mikro, kecil,
dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia padianya;

3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota raayalalam kegiatan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

“2 pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan aJgatil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 91/Kep/M.KUKM/1X/2004 Tentang Petunjuk Pletanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Menteri.

3 pasal 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan aJgatil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 91/Kep/M.KUKM/1X/2004 Tentang Petunjuk Pletanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Menteri.
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. Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

200.808 koperasi. Jumlah ini terdiri dari kopesasig masih aktif dan tidak aktif.
Yang masih aktif tercatat berjumlah 142.387 kopedas koperasi yang tidak

Saat ini jumlah koperasi yang ada di seluruh Ind@ntercatat berjumlah

aktif berjumlah 58.421 koperasi. Sebagaimana tidehwah ini:

No Propinsi/D| Koperasi (Unit)
Jumlah Aktif Tidak Aktif

-1 -2 -3 -4 -5
1 N. Aceh Darussalam 7.4%5 3.714 3.741
2 Sumatera Utara 11.512 6.537 4.975
3 Sumater Bara 3.72¢ 2.591 1.13¢
4 Riat 5.04 3.61¢ 1.42:
5 Jambi 3.504 2.286 1.218
6 Sumatera Selatan 5.399 4.602 797
7 Bengkulu 2.031 1.541 490
8 Lampung 4.548 2.81 1.738
9 Bangka Belitung 982 769 213
10 | Kepulauan Riau 2.034 1.173 861
11 | DKI Jakarta 7.77% 5.289 2.486
12 | Jaw:Bara 24.95¢ 14.81° 10.13°
13 | Jaw: Tengal 27.08: 21.5¢ 5.49]
14 | DI Yogyakarta 2.71 2.154 556
15 | Jaw: Timur 29.26! 25.55! 3.71
16 | Banten 6.474 4.089 2.385
17 | Bali 4571 4,117 454
18 | Nusa Tenggara Barat 3.7/73 3.272 501
19 | Nusa Tenggara Timur 2.594 2.282 312
20 Kalimantan Barat 4.521 2.697 1.824
21 | Kalimantan Tengah 2.834 2.217 617
22 | Kalimantar Selatau 2.50¢ 1.68¢ 81¢
23 Kalimantan Timur 5.976 3.981 1.995
24 | Sulawes Utare 5.9¢€ 3.42¢ 2.53¢
25 | Sulawes Tengal 2.07 1.30¢ 764
26 | Sulawesi Selatan 8.18 5.611 2.569
27 | Sulawesi Tenggara 3.249 2.443 806
28 | Gorontalo 1.06 671 389
29 | Sulawesi Barat 869 632 237
30 | Maluku 3.014 2.16 854
31 | Papua 2.651 1.531 1.12
32 | Maluku Utara 1.388 777 611
33 | PapuiBara 1.10¢ 44¢ 65¢

Jumlah 200.80¢ 142.38 58.42:

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Juni 2013
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Sedangkan pesebaran jumlah Koperasi Simpan Pinje&®/USP) di
Indonesia desa/kelurahan di Indonesia sebanyak’F9Mengan demikian maka
hampir setiap desa di Indonesia memiliki KSP/USBmNN, pesebaran KSP di
Indonesia tidak merata. Hampir sebagaian besar meukidi Pulau Jawa (56%),
dan terkecil di Maluku (1%), sebagaimana tabel ydaqogt dilihat di bawah ini:

Maluku —-Sebaran KSP di Indonesia Fapiiz

Kalimantait \ -
£l i Sumatera
ores \ 16%

7 Bali
5%

Sulawesi
2%

Sedangkan kondisi perkoperasian di Jawa TengaheaieSter | Tahun
2014 adalah berjumlah 27.572 unit. Koperasi yangyatakan aktif adalah
sebanyak 22.279 unit ( 80,80 % ) dan yang tidai s&banyak 5.293 unit ( 19,20
% ). Total keanggotaan koperasi adalah 6.878.5&Dgodengan tenaga kerja
berjumlah 122.318 orang. Aset koperasi di Jawaaengampai dengan tahun
2014 adalah Rp. 37,378 Trilyun dengan omset sebie@pal7,863 Trilyuri!

Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi
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Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

“4 Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Semester | T20u#4
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Grafik Perkembangan Anggota Koperasi
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Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Grafik Perkembangan Omset dan Aset Koperasi
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Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014
Sedangkan untuk data Koperasi Simpan Pinjam selsgbaga keuangan

mikro dapat berbentuk KSP (Koperasi Simpan Pinjah$P (Unit Simpan
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Pinjam), KIJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)WliS (Unit Jasa Keuangan
Syariah) di tahun 2014 adalah :

e Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS : 22.079 unit

* Anggota KSP/USP/KJKS/UJKS : 5.649.609 orang

* Tenaga Kerja 1 69.569 orang

* Total Modal : Rp. 29,120 triliun

* Volume Usaha : Rp. 25,796 triliun

» Sisa Hasil Usaha : Rp. 359,314 milyar

Hingga Juni 2014, Kondisi kesehatan KSP/USP/KJK/BJHI Jawa
Tengah adalah sebagai berikef :

* Predikat Sehat 2 2.027 KJK (15,54%)
» Predikat Cukup Sehat : 7.598 KJK (58,24%)
» Predikat Kurang Sehat : 216 KJK (1,66%)

» Predikat Tidak Sehat : 11 KJK (0,08%)

* Predikat Sangat Tidak Sehat : 2 KJK (0,02%)

» Tidak Dapat Dinilai : 3.193 KJIK (24,47%)

Sedangkan untuk KSP/USP/KJK/KJKS Tingkat Provirasi gumlah 437,
per Juni 2014 telah dilakukan penilaian kesehatan b12 KSP/USP/KIK/KJIKS

dengan hasil sebagai berikdit :

* Predikat Sehat : 35 KJK (31,25%)
» Predikat Cukup Sehat : 72 KJK (64,29%)
* Predikat Kurang Sehat : 5 KJK (4,46%)

5. Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa KeuangamiaB dapat
menghimpun dana dari anggota, calon anggota, ksipdainnya, dan atau
anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpananngkga Tabungan dan
simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esendak menyimpang
dari prinsip wadiah dan mudharabah sesuai dengaenkiegan dan manfaat yang

ingin diperoleh, selama tidak bertentangan denganah yang berlaku, dengan

“5 Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Semester | T20u4
46 [|n;

Ibid.
47 bid.

28



merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasionajehé Ulama Indonesia.
Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simp&esyangka sesuai pola bagi
hasil dilakukan dengan Sistem Distribusi Pendapaf@enetapan distribusi
pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rataparklasifikasi dana dibagi
total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, alilkan dengan komponen
pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing mgagiroduk tabungan /
simpanan berjangka. yang dibagikan.

Demikian juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Uasia JKeuangan
Syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam benpeknbiayaan
Mudharabah; Pembiayaan Musyarakah; Piutang Murdihakalam; Piutang
istisna; Piutang ijarah; dan Qardh. Pengembanggainém pembiayaan dalam
bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertegg@andengan prinsip syariah
dan memiliki landasan syariah yang jelas sertahtelendapatkan fatwa dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonési&ebagaimana diatur dalam
Kepmenkop No.91/Kep/M.KUKM/1X/2004 menjelaskan bah®JKS dan UJKS
Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investiesn simpanan sesuai pola
syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah a8 dan UJKS Koperasi
meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana damygduran kembali dana
tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. SelaiKdKS dan UJKS Koperasi
dapat pula menjalankan kegiatan 'maal’ atau kegiaengumpulan dan
penyaluran dana Zakat, Infag dan Sodagoh (ZIS)idtag Usaha Simpan pinjam
oleh Koperasi sesuai dengan Kepmen Koperasi dan UKWb.
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksand&giatan Usaha KJKS,
oleh karena itu kegiatan usaha Koperasi Jasa Kawnan§yariah perlu
ditumbuhkembangkan. Namun ada persyaratan pengéing perlu dimiliki oleh
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disEBKS) dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi (selanjutnya disebut UJK&perasi) sebagai
lembaga keuangan ialah harus menjaga kredibilitas keepercayaan dari anggota
pada khususnya dan atau masyarakat luas pada urauNgyun demikian untuk

melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangas HaiK UJKS Koperasi

“8 pasal 22 Keputusan Menteri Negara Koperasi DahaJKacil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pledanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Menteri.

49 pasal 23 Keputusan Menteri Negara Koperasi DamaJg&cil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 91/Kep/M.KUKM/1X/2004 Tentang Petunjuk Pletanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Menteri.
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masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disabatieh hal-hal sebagai
berikut :

a)

b)

Belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalarasap®gal manajemen
kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan
Belum adanya standar sistem dan prosedur dalanasipeal manajemen

kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan

Penghimpunan Dana Masyarakat

KJKS dan UJKS Koperasi dapat menghimpun dana dggata, calon
anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanyandaéntuk tabungan dan
simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memukagkinuntuk
dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang damsip wadiah dan
mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfagtiygin diperoleh,
selama tidak bertentangan dengan syariah. Denganukeada fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perhiammdpagi hasil untuk
Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagji(sgariah) dilakukan
dengan Sistem Distribusi Pendapatan. Penetapamibdst pendapatan
diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perfkasi dana dibagi total saldo
rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dendg@mponen pendapatan
dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produlbutman/simpanan
berjangka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi damaJKecild an
Menengah No0.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang PedomaBtandar
Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Bydaa Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi, sumber dana yang dajpatpilin oleh KIKS
dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongatu :

(1) Modal , terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpawégib (untuk KJKS)
dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi

(2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan BerjangkalMuababh,

(3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Mugayyadah,

(4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah.

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Kopeliagidakan
dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu Matizn dan Wadiah.
(a) Mudharabah
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Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaara gihak
pemilik dana (shahibul maal) debagai pihak yang yedimkan modal dana
sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudhamituk diusahakan
dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbabuai dengan
kesepakatan dimuka dari keduabelah pihak. Sedankgarmgian (jika ada)
akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketd@an adanya kelalaian
atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudhagpgrti penyelewengan,
kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Mudharabadp @ibyaitu :

(1) Mudharabah Muthlagah, akad ini adalah perjanjiardimuabah yang
tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investalsikt terikat), misalnya
dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kén usaha apa yang
harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnyang ypada intinya
memberikan kebebasan kepada pengelola dana untulakukan
pengelolaan investasinya.

(2) Mudharabah Mugayyadah, akad ini mencantumkan persya
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dkala oleh si pengelola
dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tatausate, dan obyek
investasinya (investasi yang terikat).

Aplikasi layanan:

(1) Penyertaan modal.

Berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Alagigota

(untuk KJKS) dan Modal Tetap (untuk UJKS Koperasl),mana atas

penyertaan dana tersebut Anggota atau Koperasi preleh SHU.

Penyertaan modal dari Anggota atau Koperasi meradgum akad

Mudharabah mutlagah artinya Anggota atau Koperasny@rahkan

sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut kepa€id@ &thu UJKS

Koperasi untuk dikelola. Akad yang digunakan :

a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya mengguredad
Mudharabah mutlagah dengan sistem “Profit and ISising” atau
berbagi hasil dan berbagi kerugian/risiko.

b) Anggota/Koperasi selaku Shahibul maal menyerahlepersuhnya
kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharitylkumtengelola
dana tersebut secara profesional dan diinvestapi#ida usaha-usaha

yang menguntungkan dan sesuai syariah.
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c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metodéupgen profit
sharing, dalam artian SHU yang diterima oleh Kopieratas
penyertaan modal tersebut adalah metode bagi |abangga
pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi debgban dan biaya-
biaya atas pengelolaan dana modal tersebut.

d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah dia@pdi awal
antara pihak Koperasi dengan KJKS atau UJKS Koperas

e) Selaku Mudharib, KIJKS atau UJKS Koperasi setiapt $@aus
memberikan informasi secara transparan tentanghdialyang
berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentodraia
keuangan secara kontinyu kepada Anggota/Koperasi.

(2) Investasi Tidak Terikat.

Berasal dari Simpanan Berjangka Anggota/calon amaggio mana atas
investasi dana tersebut Anggota/calon anggota mmeiepe bagi hasil.
Investasi dari Anggota dancalon anggota menggunaeu Mudharabah
mutlagah artinya Anggota/calon anggota menyeraldepenuhnya investasi
dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi uliidtola. Akad yang
digunakan :

a) Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakad
Mudharabah mutlagah dengan sistem “Revenue Shatang’berbagi
hasil pendapatan.

b) Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal menkaralsepenuhnya
kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharibukumbengelola
dana tersebut secara profesional dan diinvestagieala usaha-usaha
yang menguntungkan dan sesuai syariah.

c) Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metodsupgen revenue
sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima olhggota/calon
anggota atas investasi dana tersebut adalah meagdeendapatan.

d) Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah diaépdi awal antara
pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJESekasi.

(3) Investasi Terikat.

Berasal dari Fasilitas Investasi Terikat dari Anggralon anggota, di

mana atas investasi dana tersebut Anggota/calogotmmgnemperoleh bagi

hasil. Investasi dari Anggota dan calon anggota ggenakan akad
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Mudharabah mugayyadah artinya Anggota/calon anggoenyerahkan

investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS kKepemtuk dikelola

dengan beberapa persyaratan tertentu. Akad YangBign :

a)

b)

d)

Terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakad
Mudharabah mugayyadah dengan sistem “Revenue §hatiau berbagi
hasil pendapatan.

Anggota/calon anggota selaku Shahibul maal menkaratsepenuhnya
kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku Mudharibukumbengelola
dana tersebut secara profesional dan diinvestapida usaha-usaha yang
menguntungkan dan sesuai syariah.

Penetapan bagi hasil dengan menggunakan metodgéupgdan revenue
sharing, dalam artian bagi hasil yang diterima @&elggota/calon anggota
atas investasi dana tersebut adalah metode badapatan.

Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah dia@pdi awal antara

pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKSKasi.

(b) Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni datupihak ke piha lain,

baik individu maupun badan hukum yang harus dijdga dikembalikan kapan

saja si pemilik menghendaki. Jenis Wadiah :
1) Wadiah Yad Amanah

a)

b)

c)

d)

Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkharang yang
dititipkan.

Pada saat titipan dikembalikan, barang yang diaiip berada dalam
kondisi yang sama pada saat dititipkan.

Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakaansalmasa penitipan
maka pihak yang menerima titipan tidak dibebangtamgjawab.

Sebagai imbalan atas tanggung jawab pemelihardif@ent pihak yang

menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

2) Wadiah Yad Dhamanah

a)

b)

Penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan darhallermendapat
keuntungan dari titipan.
Penerima titipan bertanggung jawab atas titipda,tbrjadi kerusakan atau

kehilangan.
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c) Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerimaatitidapat diberikan
sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus mlesymat tidak
diperjanjikan sebelumnya.

Dana Titipan Wadiah berasal dari Simpanan/Tabugajgota/calon
anggota, Titipan dari Anggota/calon anggota menggan akad wadiah yad
dhamanah artinya Anggota/calon anggota menitipkamadersebut kepada
KJKS atau UJKS Koperasi dimana KJKS atau UJKS Kagietboleh
mengelola dana tersebut, dengan syarat jika dinmatais dikembalikan.
KJKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus depgenggota/calon
anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di mékad yang digunakan :

1) Dana titipan menggunakan akad wadiah yad dhamanah.

2) Anggota/calon anggota menyerahkan sepenuhnya kepd#s atau
UJKS Koperasi untuk mengelola dana tersebut sepsofesional dan
diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntuigkesesuai syariah.
KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tatselengan syarat
jika diminta Anggota/calon anggota harus dikemlzadik

4) KIKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus depa
Anggota/calon anggota dengan syarat tidak dipeki@amjdimuka.

. Penyaluran Dana

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi damdKecild an
Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedomastandar
Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan 8ydaa Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi, layanan penyaluran de&taBMT atau KIKS
terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkah (kerfasaberbagi hasil), buyu’ (jual
beli), ijarah (sewa) maupun gardh (pinjaman). Takss penyaluran dana
berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan 2s jér@nsaksi, yakni
Mudharabah dan Musyarakah. Transaksi penyaluraa Bandasarkan akad
jual beli di antaranya adalah Murabahah, Salam ishna. Transaksi
penyaluran dana berdasarkan akad sewa di antazalayah ljarah dan ljarah
Muntahiya Bittamlik. Sedangkan transaksi berdasarkakad pinjaman
dilakukan dengan akad Qardh.
1) Pembiayaan Mudharababh.
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2)

3)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagtaa pihak
pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang yeeiakan modal
dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modalhémby untuk
diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagafargnisbah) sesuai
dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pBedangkan kerugian
(ika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecui&t jditemukan adanya
kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola damalharib),seperti
penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan Akad.kerjasama
Mudharabah dibedakan dalam 2 jenis :

a) Mudharabah Muthlagah, akad ini adalah perjanjianimavabah yang
tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasiakt terikat),
misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensykaa kegiatan
usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketetdginnya, yang
pada intinya memberikan kebebasan kepada pengdaa untuk

melakukan pengelolaan investasinya.

b) Mudharabah Mugayyadah, akad ini mencantumkan

persyaratanpersyaratan tertentu yang harus dipestahidijalankan
oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan teogadta, tata cara
usaha, dan obyek investasinya (investasi yanggtigrik
Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu keakad
kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modak menyertakan
modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masgiagg mempunyai
hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemamausersebut.
Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan matial berdasarkan
kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikara meébagai
pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.
Piutang Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga dsailgd
perolehan) dengan tambahan keuntungan (matrjin) yhsepakati oleh
kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakiieniga adalah penjual
harus memberitahu berapa harga produk yang dilaali menentukan
suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Erdayaran dan

jangka waktu disepakati bersama, dapat secara wmpgaupun secara
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4)

5)

6)

7

angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara amgsiurdisebut
dengan Bai’ Bitsaman Ajil.
Piutang Salam

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli)gyditakukan
dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pemtieli@bih dahulu
atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukarbpyaran di muka
atas barang tersebut, baik dengan cara pembayakatigsis ataupun
dengan cara mencicil, yang keduanya harus disklsgiembayarannya
(dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diingink#aricha kemudian.
(Penghantaran barang/delivery dilakukan denganditaagguhkan).
Piutang Istishna

Istishna adalah akad bersama pembuat (produsenk wwuatu
pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akadbgialsuatu barang
yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (mwed) yang juga
sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangika bahan baku
disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akachigaah).
ljarah

ljarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggn sebuah
asset sebagai ganti pembayaran. Pengertian Seavahfljadalah sewa
atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sew@dralh wan Igtina)
atau disebut juga ljarah Muntahiya bi tamlik adateshwa yang diakhiri
dengan pemindahan kepemilikan.
Qardh

Pinjaman Kebajikan (Qardh) adalah jenis pembiayeaseialui
peminjaman harta kepada orang lain tanpa menghamapibalan. Dalam
literatur Figh, Qardh dikategorikan sebagai aqdaaivu yaitu akad
saling membantu dan bukan transaksi komersial. rDalengka
mewujudkan tanggung-jawab sosial, KIKS dan UJKS efasi dapat
memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hasgaitu penyediaan
pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk menkiapaya. Secara
syariah peminjamn hanya berkewajiban membayar kimbakok
pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjamtuk
memberikan imbalan sesuai kerelaannya, tetapi Kdl¢BUJKS Koperasi

pemberi Qardh tidak diperkenankan untuk memintaaiarbapapun.
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8) Ar Rahn
Ar Rahn Adalah menahan salah satu harta milik sipem
sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. MérBamk Indonesia
Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (martammasgabah (rahin)

kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagiarsataruh hutang.

6. Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkop dan UKM Nomor
39/Per/M.KUKM/XI1/2007 tentang Pedoman Pengawasaropdfasi Jasa
Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syarialrispdisebutkan bahwa,
pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantawaneriksaall, dan
penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan SydaahUnit Jasa Keuangan
Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Mentli tingkat pusat dan
pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas aetuan di tingkat daerah
dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Kenabgariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik wskendali sehingga
menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.
Adapun secara khusus terkait pada BMT/KJKS, makagg&asan syariah
di dalamnya mempunyai beberapa nilai urgensi, dranya disebabkan hal
sebagai berikuf®
a. BMT adalah LKS yang bernaung di bawah Kementriapd€asi, sehingga
tidak mempunyai alur kontrol dan pengawasan yargt lse=bagaimana Bank
Syariah atau BPRS, dimana disana ada Bank Indoryaesig secara rutin
mengawasi, meminta laporan dan mencari-cari ceklhyipmpangan yang
dilakukan pihak Bank atau BPRS. Maka keberadaan pdta BMT/KIKS
secara tidak langsung menjadi sarana audit intdrembagaan tersebut,
selaian pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintatiuriga. Dalam Kepmen
no 91 tentang Juklak KJKS, fungsi pengawasan iatddi®S ini disebutkan

0 pemeriksaan adalah proses dan kegiatan pembipeaitaian, pemantauan yang dilakukan oleh
pejabat pengawas usaha jasa keuangan syariah beckata dan atau setiap waktu diperlukan terhadpek
organisasi, aspek pengelolaan, aspek keuanganjkpdath layanan serta aspek pembinaan anggota, qpsngu
pengelola, pengawas dan karyawan KJKS dan UJKSndepdasal 1 angka 7 Permenkop dan UKM Nomor
39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasapdfasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi

°1 Hatta Syamsudin, Optimalisasi Pengawasan SyariaBMIT (Tinjauan Regulasi dan Analisa),
Oktober, 2011.
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dalam pasal 32 yang berbunyi : Dewan Pengawasa®yhertugas melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha KoperasKdaaagan Syariah /
Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsigiprirsyariah dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. daraksudkan dengan
Pejabat ini sebagaimana disebutkan dalam Bab KetentUmum adalah :
aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri danvdr@ang mengesahkan
akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran kopgirpasat, propinsi dan
kabupaten/kota.

b. Karena tidak terikat dan tidak terkait dengan Resat Bank Indonesia, maka
dalam pengembangan dan inovasi produknya, BMT magguuang gerak
yang lebih luas karena cukup dengan mendasarkaamdglerancangan
produknya pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkéegh dewan Syariah
Nasional- Majelis Ulama Indonesia. Sampai saat D8N MUI telah
mengeluarkan 82 Fatwa tentang akad dan transaksiaBy dimana masih
sebagian kecil yang diaplikasikan di BMT. Untuk negfemahkan dan
memperinci Fatwa DSN —MUI dalam bentuk akad produwkah mutlak
keberadaan DPS BMT yang optimal diperlukan. Lehitjut tentang inovasi
produk dan peran DPS di dalamnya akan dibahasestaraisah.

c. BMT lahir, hidup dan tumbuh berkembang di tengalsyaeakat. Anggota
KJKS BMT biasanya kalangan menengah ke bawah yaggal di pedesaan
maupun pojok perkotaan. Mereka menitipkan dana Bad& sebagian besar
karena alasan kedekatan lokasi, kedekatan dengayumes, dan tentu saja
kenyamanan dari sisi syariahnya. Masyarakat yangymmpan uang di BMT
lebih disebabkan faktor ‘loyalis syariah’ bukan ttak mencari keuntungan
dari Return On Investment. Sebagai loyalis syarmmlsyarakat menuntut
BMT benar-benar berjalan sesuai dengan prinsigsjirdan nilai-nilai
syariah, baik dari sisi akad, aplikasi maupun pkigennya. Kepercayaan
dan kecintaan masyarakat akan terpelihara selarhak pBMT mampu
membuktikan berjalannya pengawasan syariah dergjrdan optimal.

Dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tal2094
tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebliithwa pengawasan dalam
BMT dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPSydePengawas Syariah
adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yamgséngkutan berdasarkan

keputusan rapat anggota dan beranggotakan alimaulkgang ahli dalam
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syariah yang menjalankan fungsi dan tugasagabpengawas syariah pada
koperasi yang bersangkutan dan berwenang mekaberitanggapan atau
penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewamri& Nasional
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Kop&asi Usaha Kecil Dan
Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.KUKK2007 Tentang
Standar Operasional Prosedur KJKS, Dewan Pengawasal (DPS) adalah
badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengamwkssyariahafi.

Secara legalitas, kedudukan Pengawas Syariah BMMKJIKS menjadi
kuat melalui mekanisme keputusan rapat anggotautiepn Rapat Anggota ini
bisa berarti mengesahkan nama yang diajukan, atamilin dari beberapa yang
diajukan, atau juga merekomendasikan kepada Pemgatuk memilih seseorang
untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah. @aaar inilah, sebagai
bentuk pertanggungjawaban maka di dalam Rapat Aagbshunan KIJKS/BMT
perlu adanya laporan tahunan dari sisi PengawagariaB untuk memberikan
catatan dan penilaian secara umum tentang kesasopéasional KIKS BMT
dengan prinsip-prinsip dan nilai syariah. Selaenmberikan laporan pada Rapat
Anggota KIJKS BMT, DPS juga secara legal mempunyaiukiukan tersendiri
untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Pedateam dalam hal ini
Kementrian Koperasi. Disebutkan secara jelas dd&asal 32 KepMenKop No.
91 Tahun 2004, bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugalakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha KoperasiKéamngan Syariah /Unit
Jasa Keuangan Syariah berdasarkan pringigiprsyariah dan melaporkan
hasil pengawasannya kepada Pejabat. Kedudukami2ifadi kuat di hadapan
internal pengelolaan KIJKS/BMT karena pada perkemarberikutnya, laporan
Dewan Pengawas Syariah KIJKS BMT bisa menjadi pbeilgan utama bagi
pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi lsakan membubarkan
sebuah KJKS. Selanjutnya dalam Pasal 42 disebutRajabat berwenang
membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atardedpyang mempunyai
Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yangargkutan, berdasarkan
penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbuktiamgglar prinsip-prinsip

syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2 pasal 1 Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. Blin&2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS).

3 pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan aJiattil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Standar @pmnal Prosedur KIJKS
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DPS merupakan unit yang hanya dimiliki oleh pelnasa/organisasi yang
dijalankan sesuai dengan syariat Islafuditing Standard For Islamic Financial
Institutions (ASIFI) menetapkan standar untuk memberikan peshomengenai
pengertian, penunjukan, komposisi, dan laporanadepengawas syariah untuk
meyakinkan bahwa operasi, transaksi, bisnis lemb&guangan tersebut
dilaksanakan sesuai dengan aturan prinsip syalda. Dewan pengawas syariah
ini biasanya terdiri dari 3 orang atau lebih dengeofesi dan ahli dalam hukum-
hukum islam dan berfungsi untuk memberikan fatganaa terutama dalam
produk-produk bank syariah kemudian bersama dengdawan komisaris
mengawasi pelaksanaannya. Intinya, tugas utamalelaan pengawas syariah ini
adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank malukpproduknya agar
tidak menyimpang dari aturan syaridh.

Agar terstandarisasi, DPS mengikuti sertifikasi aawengawas Syariah
yang juga secara rutin digelar oleh DSN MUI. DalBedoman Rumah Tangga
DSN-MUI syarat pengangkatan DPS yaitu :

1. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulapraktisi dan pakar di
bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidelauhan dengan lokasi
lembaga keuangan syari‘ah yang bersangkutan.

2. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuanganabydrersangkutan,
sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

DPS KJKS BMT mengikuti sertifikasi Dewan Pengawasrtah yang
secara rutin digelar oleh DSN-MUI dua kali pertahivbeskipun Sertifikasi
tersebut secara umum diperuntukkan oleh DPS BP&&nbtidak mungkin jika
KJKS BMT bisa menembusnya mengingat Sertifikasseleut dilakukan secara
terbuka. DPS KJKS BMT diharapkan meningkatkan kiggadkeilmuannya baik
melalui pendidikan formal maupun non formal.

Selain laporan pada Rapat Anggota dan Pejabat Reatem, Dewan
Pengawas Syariah KIKS BMT pada tataran ideal, adegal merupakan wakil
DSN MUI vyang juga berkewajiban melaporkan kegiataisaha serta

perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawaskepada DSN

54 M. Syafi'i Antonio, Bank syariah wacana ulama ad@&mdikiawan. Tazkia Institute. Jakarta, 1999.
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sekurang-kurangnya satu kali dalam setahukedudukan DPS KJKS BMT
sebagai wakil DSN MUI tentu diawali dengan syarahwa sebelumnya nama
DPS tersebut diajukan oleh KJKS untuk kemudian hiiaa atau
direkomendasikan oleh DSN-MUI. Ini adalah hal idgahg pada tataran realita
masih sangat sulit diwujudkan, kecuali nanti paaiat porsi fokus dan perhatian
DSN MUI pada BMT atau KIKS meningkat lebih besar sebelumnya.
Kewenangan dan otoritas DPS KJKS BMT diperjelasamdaPeraturan
Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menbkrigapublik Indonesia
Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Standar Openaal Prosedur KJKS,
yang menyebutkan identitas Jabatan DPS antara lain
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yangntukbeuntuk
melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh &anertbadan ini bekerja
sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetagdgarMajelis Ulama
Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah NasionalNPS
2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib iketngatwa DSN dalam
rangka kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJKBerdsi dengan
ketentuan dan prinsip syariah Islam.
Ada empat tugas pokok yang harus dijalankan olels BEBKS BMT,
masing-masing telah diperjelas dalam point rins@lbagai berikut :
1. Pertama: Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Kaopesasuai
dengan syariah
a. Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi produkghm@punan
(funding) maupun produk penyaluran dana (financing)
b. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pergegain produk
dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fat@s
c. Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manajdfd&$s dan
UJKS Koperasi tentang berbagai fatwa DSN yang asledengan bisnis
KJKS atau UJKS Koperasi.

2. Kedua: Memastikan tata laksana manajemen dan pelaysesmi dengan
syariah

% pedoman Rumah Tangga DSN-MUI
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a. Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemenetiyapan KJKS
dan UJKS Koperasi ditinjau dari kesesuaiannya dempgasip muamalah
dan akhlaq Islam.

b. Membantu manajemen dalam pembinaan agidah, syal@h akhlaq
manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.

c. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran sham@lam interaksi
(antara sesama manajemen dengan staf dan antameman dan atau
staf dengan anggota dan masyarakat luas) dalarsaksinbisnis serta
melaporkannya kepada Badan Pengurus KJKS atau #&Sipsang
memiliki UJKS.

3. Ketiga : Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapatemadkan dan
membangun kesadaran bersama sehingga anggota aiap kahsisten
bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS at&$WKbperasi.

a. Membantu pengurus dengan memberikan penjelasaratdannasehat —
diminta atau tidak diminta — tentang keadaan arsggatia khususnya dan
KJKS atau UJKS Koperasi pada umumnya ditinjau aspek kesyariahan.
Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupunuai Rapat
Pengurus.

b. Menelaah sistem pembinaan anggota—kurikulum, matetan
penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenobur tarbiyah
(pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.

4. Keempat : Membantu terlaksananya pendidikan anggota yamgatd
meningkatkan kualitas agidah, syariah dan akhlagata.

Sebelum pengawasan dilakukan oleh Kementrian Kgpeian UMKM,
pengawasan internal merupakan hal yang pentingmdatngka memantau
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan meikdne gambaran apakah
tujuan KJKS atau UJKS Koperasi sudah tercapai. &wdajian intern di KIKS
dan UJKS Koperasi mencakup susunan organisasi, essematode dan
kebijakan/peraturan yang terkoordinasi. Salah satsur pengendalian intern
adalah sistem pengawasan intern yang berisi pedgmagawasan, misalnya
pedoman pemeriksaan mulai dari persiapan pemenkssampai dengan
penyelesaian hasil pemeriksaan serta jadual pesaamk Umumnya pengawasan
intern bertujuan untuk:

1. Melindungi kekayaan perusahaan.
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2. Memeriksa kecermatan dan keandalan data akutansi.

3. Meningkatkan efisiensi operasi usaha.

4. Mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang tel&dtajpkan.

Pada dasarnya pengawasan intern bertujuan untukbamtmn setiap
anggota organisasi melaksanakan tanggung jawaleoaxas efektif dan efisien
dengan cara menyediakan analisis-analisis, penjlagkomendasi-rekomendasi
dan komentar mengenai efektivitas yang diperikeagBwasan intern merupakan
alat pengendalian manajemen yang mengukur, menganadan menilai
efektivitas pengendalianpengendalian lainnya. Adapuosur-unsur pengendalian
lainnya adalah organisasi, kebijaksanaan, prosegarsonalia, perencanaan
akuntansi dan pelaporan. Ruang lingkup pengawasamimeliputi:

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan penl@mdalibidang
keuangan, bidang pembiayaan, dan kegiatan kopel@snya serta
peningkatan efektivitas pengendalian dengan biayg yayak.

2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijearana dan prosedur
koperasi telah benar-benar ditaati.

3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua hartk kolberasi telah
dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kamnugi

4. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informeasj gisajikan kepada
manajemen koperasi dapat dipercaya.

5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiapp kerja dalam
melaksanakan tanggung jawabnya.

6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikaridang operasi,
pembiayaan dan bidang lainnya.

Pengawasan intern bertanggung jawab memberikan jespada
manajemen, Yyaitu berupa informasi dan advis sedlengan kebutuhan
manajemen dan perkembangan koperasi serta memmkickea-cara alternatif
yang baik bagi koperasi. Pengawasan intern mempuwmg@aenang yang luas,
yaitu memeriksa semua catatan koperasi, harta ndik hutang-hutang,
memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali top je@es), dapat memasuki
semua bagian dan unit kerja serta melakukan berlkiegaik pemeriksaan.
Dilanjutkan dengan proof dan verifikasi. Bagian ifierkenaan dengan

kebijaksanaan umum dalam pelaksanaan verifikasnglfen kebenaran) dan
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proof (pencocokan pencatatan) antara pencatatasybefedger dengan neraca.

Terdapat 2 (dua) jenis proof dan verifikasi:

1. Proof dan verifikasi secara bagian. Dilaksanakam shasing-masing bagian
yang bersangkutan dibawah tanggung jawab kepalaaradengawasan
secara lengsung (termasuk penentuan tanggal peksaya) akan dilakukan
oleh masing-masing kepala bagian. Tugas pengawasiih dilaksanakan
oleh karyawan independen yaitu bagian yang tidakb#&t langsung dalam
tugas pembuatan/pemrosesan, pemeriksaan atau peambtiket-tiket, kartu,
catatan, berkas-berkas lain yang diproof dan easfi

2. Proof dan verifikasi secara independent. Dilaksanaideh bagian audit dan
dibawah tanggung jawab Manajer KIKS atau UJKS Kagidtermasuk dalam
penentuan tanggal pelaksanaannya).

Pelaksanaan proof dan verifikasi yang terdapat gedman ini wajib
dilakukan secara surprise, tanggal dan hari petelesa proof dan verifikasi dari
bagian yang bersangkutan hanya diketahui oleh petygng melakukan. Sedapat
mungkin tanggal dan hari pelaksanaan proof danfik@si dibuat bervariasi
dengan memperhatikan pula masa-masa sibuk (misaki@ bulan) untuk
mencegah terjadinya kerja lembur yang tidak peHal ini terutama perlu
diperhatikan pada pelaksanaan proof dan verifilk@giara bagian. Keharusan
untuk melaksanakan proof dan verifikasi yang teatlggada pedoman ini adalah
ketentuan minimal yang wajib dilaksanakan. Apabdienggap perlu, atas inisiatif
sendiri dapat menambahkan proof dan verifikasirseloagian dan independen.

Setiap penambahan proof dan verifikasi wajib dipgrangkan terlebih
dahulu manfaat yang akan diperoleh dengan mempahawaktu-waktu sibuk,
jumlah tenaga yang ada, dan masalah-masalah lag ipangkin timbul sebagai
akibat dilakukannya proof dan verifikasi tambahd&ada saat dilakukannya
pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, jadual dilakukanpg@of dan verifikasi (secara
bagian maupun independen) akan segera dihentikamddi, sampai selesainya
pemeriksaan. Segera setelah dilakukan pemerikdaharnon Inspeksi, KIKS dan
UJKS Koperasi wajib menyusun kembali jadual proah drerifikasi yang baru.
Selanjutnya adalah Zero Defect Program (ZDP) yaladsukan oleh bagian audit,
khusus pada tiket-tiket termasuk di dalamnya prasqoenerimaan tiket dan

pemeriksaan atas transaksi-transaksi harian yajaglite
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Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Kementriampekasi dan
UMKM. Pengawasan oleh Kemenkop dilakukan secarkisr KIKS dan UJKS
Koperasi dalam melaksanakan fungsi auditnya dilsindizh lapisan audit yang
terdiri dari:

1. Pengendalian Diri Sendiri (Self Control).

Pengendalian atas diri sendiri (self control) mekam lapisan pertama
dan utama dalam diri setiap karyawan KJKS atau UBkferasi. Sehingga
peran Bagian SDM dalam memilih karyawan yang tepatupakan syarat
mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertarcarasoptimal.

2. Pengendalian Menyatu (Built in Control).

Selain Self Control, karyawan dalam melaksanakagagutidak
terlepas dari sistem dan prosedur yang diciptakargysecara tidak disadari
oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur pelaj@an yang menyatu
dengan sistem dan prosedur tersebut. Adapun urguryang harus dipenuhi
dalam menciptakan pengendalian mutu yang baik hdalaal control, dual
custodian, maker, checker, approval, limitationgregation of duties,
verifikasi dan lain-lain.

Audit keuangan dan audit opergsiompliance testjuga dilaksanakan
dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk Ki&® UJKS Koperasi.
Khusus untuk pengujian kepatuhan, di samping peratperaturan (internal dan
eksternal), fatwa-fatwa DSN notulen Dewan Penga@gariah juga dijadikan
acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditoiuk KJKS dan UJKS
Koperasi secara umum sama dengan teknik audit yaladp ada. Misalnya
penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memarikekening bank lain,
menggunakan cash/stock opname untuk hal-hal ydmiydg secara fisik, seperti
kas, inventaris dan lain-lain.

Secara garis besar, beberapa hal yang secara kHilakskan dalam
audit, sebagai berikut:

1. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian lap&@umangan, juga
diuangkapkan unsur kepatuhan syariah yang melip#aturan-peraturan
internal dan eksternal, fatwa-fatwa dan notulen &®Wengawas Syariah.

2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, saamber dana
maupun pembiayaan.

3. Pemeriksaan distribusi profit.
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4. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.

5. Pengakuan beban yang secara accrual basis.

6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, pengakeadapatan tetap
harus menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidakangendapatan atas bunga
tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.

7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat

8. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-ugamg tidak sesuai
dengan syariah.

Selanjutnya adalah audit eksternal untuk memberikeasukan kepada
manajerial KJKS dan UJKS Koperasi mengenai kondisperasi yang
bersangkutan dan diharapkan adanya suatu penilai@n sangat netral terhadap

objek-objek yang diperiksa.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Badan Hukum dan PengawasaBaitul Mal Wa Tamwil (BMT)
1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang Berbadan Hukum Koperasi

Baitul Maal Wat Tamwihdalah salah satu lembaga keuangan Mikeng
memiliki angka pertumbuhan sangat pesat dari takeirtahun, sebagaimana
disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan PimpPasat Perhimpunan
BMT Indonesia, “hingga akhir 2012 ini, terdapat@BMT. Sebanyak 206 di
antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruhnkgia. Pada tahun 2005,
seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasicapai Rp 364 miliar.
Pada 2006, aset tumbuh menjadi Rp 458 miliar, daggh akhir 2011 jumlah
aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bbergg di asosiasi’. Dalam
perkembangannya, di tahun 2013, angka pertumbuNahdidah mencapai lebih
dari 5500 BMT yang tersebar di seluruh Indon&si@debagai bagian dari LKM
yang terus bertumbuh, sebagaimana data yang digeanpaeh Kepala Eksekutif
Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas JasafQan Firdaus Djaelani,
yang memperkirakan bahwa saat ini jumlah LKM didnesia sekitar 567 ribu
sampai 600 ribu unit. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro adala
lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh nastakecil, khususnya di
daerah-daerah untuk menunjang dan mendukung perhanb ekonomi
kerakyatan, terutama masyarakat berpenghasilaralnegdng selama ini tidak
terjangkau oleh layanan perbankan.

Namun, data tentang BMT yang ada di Indonesia ianyh dapat
diinventaris dari data Asosiasi BMT Indonesia, dama BMT-BMT yang
tergabung dan dapat didata oleh asosiasi hanyaléh ¥ang menjadi anggota

% pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentamiphga Keuangan Mikro, “pada saat Undang-
Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung D&smk Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD),
Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha RakyaetKK(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),
Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredilesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT),
Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembdgmbaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap
dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahutuegrsejak Undang-Undang ini berlaku”.

" JoelarsoBMT Summit 2012/ ogyakarta, Universitas Gajah Mada, 7 November 2012

58 Muhammad Zubair Mughal, CEO Al Huda Center ofisla Banking and Economics, internasional
Conference “Empowering SMEs for Financial Inclustord Growth”, (Jakarta: 2014)

%9 Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013
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asosiasi, sedangkan di luar keanggotaan, masihakateysebar BMT. Dengan
demikian data mengenai jumlah valid seluruh BMTg/anla di Indonesia tidak
ada yang mengetahuinya, begitu juga dengan KeraankKbperasi dan UKM
sekalipun tidak memiliki data BMT yang merupakanpKmasi Jasa Keuangan
Syariah. Di Indonesia, jumlah koperasi yang terdak@ah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi
Juli-Desember 2013

No Provinsi Jumlah Koperasi Koperasi
Aktif Non Aktif

1 | N. Aceh Darussalam 7.720 3.913 3.807

2 | Sumatera Utal 11.75¢ 6.67¢ 5.07¢

3 | Sumatera Bar 3.74i 2.64] 1.10¢

4 | Riau 5.106 3.532 1.574

5 | Jambi 3.559 2.272 1.287

6 | Sumatera Selatan 5.790 4.227 1.563

7 | Bengkulu 2.173 1.608 565

8 | Lampung 4.619 2.875 1.744

9 | Bangka Belitung 1.02( 80t 21t

1C | Kepulauan Ria 2.03¢ 1.17: 861

11 | DKI Jakarta 7.862 5.579 2.283

12 | Jawa Barat 25.252 15.130 10.122

13 | Jawa Tengah 27.215 21.832 5.383

14 | DI Yogyakarta 2.729 2.172 557

15 | Jawa Timur 29.263 25.553 3.710

1€ | Bantel 6.55( 4.57¢ 1.97:2

17 | Bali 4.65¢ 4.20: 452

18 | Nusa Tenggara Barat 3.851 2.627 1.224

19 | Nusa Tenggara Timur 2.720 2.408 312

20 | Kalimantan Barat 4.521 2.697 1.824

21 | Kalimantan Tengah 2.937 2.186 751

22 | Kalimantan Selata 2.50¢ 1.63: 87t

23 | Kalimantan Timui 5.91¢ 3.95( 1.96¢

24 | Sulawesi Utara 5.985 3.396 2.589

25 | Sulawesi Tengah 2.097 1.323 774

26 | Sulawesi Selatan 8.221 5.051 3.170

27 | Sulawesi Tenggara 3.249 2.443 806

28 | Gorontalo 1.101 706 395

29 | Sulawesi Bara 937 70E 23z

3C | Maluku 3.01¢ 2.16( 854

31 | Papua 2.816 1.676 1.140

32 | Maluku Utara 1.388 777 611

33 | Papua Barat 1.390 610 780
Jumlah Nasional 203.701 143.117 60.584

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Desember 2013
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Berdasarkan data di atas, jumlah koperasi yangdadaluruh provinsi di
Indonesia berjumlah 203.701 koperasi, dengan 1Z3Xkbperasi masih beroperasi
secara aktif dan 60.584 koperasi sudah tidak besspealengan aktif. Jika
dibandingkan pertumbuhan koperasi di Indonesia ptaester pertama tahun
2013, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi
Januari-Juni 2013

No Provinsi Jumlah Koperasi | Koperasi
Aktif Non Aktif

1 | N. Aceh Darussalam 7.455 3.714 3.741

2 | Sumatera Utal 11.51: 6.53’ 4.97¢

3 | Sumatera Bar 3.72¢ 2.59] 1.13¢

4 | Riau 5.040 3.618 1.422

5 | Jambi 3.504 2.286 1.218

6 | Sumatera Selatan 5.399 4.602 797

7 | Bengkulu 2.031 1.541 490

8 | Lampung 4.548 2.810 1.738

9 | Bangka Belitung 982 76¢ 21¢

10 | Kepulauan Ria 2.03¢ 1.17: 861

11 | DKI Jakarta 7.775 5.289 2.486

12 | Jawa Barat 24.954 14.817 10.137

13 | Jawa Tengah 27.081 21.590 5.491

14 | DI Yogyakarta 2.710 2.154 556

15 | Jawa Timur 29.263 25.553 3.710

16 | Banter 6.47¢ 4.08¢ 2.38¢

17 | Bali 4.571] 4117 454

18 | Nusa Tenggara Barat 3.773 3.272 501

19 | Nusa Tenggara Timur 2.594 2.282 312

20 | Kalimantan Barat 4.521 2.697 1.824

21 | Kalimantan Tengah 2.834 2.217 617

22 | Kalimantan Selata 2.50¢ 1.68¢ 81¢

23 | Kalimantan Timui 5.97¢ 3.981 1.99¢

24 | Sulawesi Utara 5.960 3.425 2.535

25 | Sulawesi Tengah 2.070 1.306 764

26 | Sulawesi Selatan 8.180 5.611 2.569

27 | Sulawesi Tenggara 3.249 2.443 806

28 | Gorontalo 1.060 671 389

29 | Sulawesi Bara 86¢ 632 237

30 | Maluku 3.01¢ 2.16( 854

31 | Papua 2.651 1.531 1.120

32 | Maluku Utara 1.388 777 611

33 | Papua Barat 1.105 446 659

Jumlah Nasional 200.808 142.387 58.421

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Juni 2013
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Berdasarkan perbandingan data koperasi sepanjémog 2013, terdapat
peningkatan jumlah koperasi dari semester 1 Jaduaii 2013 adalah 200.808
koperasi meningkat menjadi 203.701 di semester &etlli-Desember 2013.
Demikian juga untuk koperasi yang altif beropedaam kegiatannya juga terjadi
peningkatan, yaitu dari semester pertama bukanadabuni berjumlah 142.387
koperasi meningkat menjadi 143.117 koperasi di sé&anekedua bulan Juli-
Desember 2013. Namun sebaliknya, koperasi yand @ddif tidak mengalami
penurunan jumlah, namun justru juga mengalami gdaitan dari semester
pertama bulan Januari-Juni 2013 berjumlah 58.42ftetesi menjadi 60.584

koperasi di semester kedua bulan Juli-Desember.2013

Sedangkan pesebaran jumlah Koperasi Simpan Pinfa8P/USP) di
Indonesia desal/kelurahan di Indonesia sebanyak’F9MDengan demikian maka
hampir setiap desa di Indonesia memiliki KSP/USBmMNN, pesebaran KSP di
Indonesia tidak merata. Hampir sebagaian besar mewki di Pulau Jawa (56%),
dan terkecil di Maluku (1%), sebagaimana tabel ydaggt dilihat di bawah ini:

Gambar 3.1

Pesebaran Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Maluku —-Sebaran KSP di Indonesia Fapin
Kalirmantaii o
5%
Sumatera
Flares 16%
T2 Bali

5%
Sulawesi

B%

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2013

Di Jawa Tengah sendiri, data tentang BMT yang lwerbdukum Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga tidak ada, kadete itu tergabung dalam
keseluruhan data koperasi, bahwa pada semestampgeriahun 2014, jumlah
koperasi adalah 27.572 unit. Koperasi yang dinyatakktif adalah sebanyak
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22.279 unit (80,80 % ) dan yang tidak aktif seb&ry293 unit ( 19,20 % ) dengan
total keanggotaan koperasi adalah 6.878.580 orangath tenaga kerja berjumlah
122.318 orang. Aset koperasi di Jawa tengah sadepajan tahun 2014 adalah Rp.
37,378 Trilyun dengan omset sebesar Rp. 27,86@ufr{’

Gambar 3.2

Grafik Perkembangan Jumlah Koperasi
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Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Gambar 3.3.
Grafik Perkembangan Anggota Koperasi
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% Laporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas KopermsiaJTengah Semester | Tahun 2014
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Gambar 3.4

Grafik Perkembangan Omset dan Aset Koperasi
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Sumber: Dinas Koperasi Jawa Tengah Tahun 2014

Sedangkan untuk data Koperasi Simpan Pinjam sebaghaga keuangan
mikro dapat berbentuk KSP (Koperasi Simpan PinjahgP (Unit Simpan
Pinjam), KIKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)HiS (Unit Jasa Keuangan
Syariah) di tahun 2014 adalgh :
¢ Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS : 22.079 unit
* Anggota KSP/USP/KIKS/UJKS : 5.649.609 orang

* Tenaga Kerja 1 69.569 orang

» Total Modal : Rp. 29,120 triliun

e Volume Usaha : Rp. 25,796 triliun

* Sisa Hasil Usaha : Rp. 359,314 milyar

Hingga Juni 2014, Kondisi kesehatan KSP/USP/KJK/&JHiI Jawa
Tengah adalah sebagai berikt :

* Predikat Sehat : 2.027 KJK (15,54%)
* Predikat Cukup Sehat : 7.598 KJIK (58,24%)
» Predikat Kurang Sehat : 216 KJK (1,66%)

» Predikat Tidak Sehat : 11 KJK (0,08%)

» Predikat Sangat Tidak Sehat : 2 KIK (0,02%)

» Tidak Dapat Dinilai : 3.193 KJIK (24,47%)

%1 | aporan Pembangun Sektor dan UMKM Dinas KopemsiaJTengah Semester | Tahun 2014
62 i
Ibid.
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Sedangkan untuk KSP/USP/KJK/KJKS Tingkat Provirasi gumlah 437,
per Juni 2014 telah dilakukan penilaian kesehatan b12 KSP/USP/KIK/KJIKS

dengan hasil sebagai berikit :

* Predikat Sehat : 35 KJK (31,25%)
» Predikat Cukup Sehat : 72 KJK (64,29%)
* Predikat Kurang Sehat : 5 KJK (4,46%)

Namun perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Sy&iS) ini sangat
ironis karena seiring pertumbuhan BMT yang semalpesat mengikuti
perkembangan kebutuhan masyarakat, eksistensi Biddk tditunjang dengan
regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukanyg\kuat terhadap eksistensi
kelembagaan BMT. Dari awal keberadaan BMT sampagale saat ini tunduk pada
beberapa peraturan perundang-undangan. Hal inbal&an karakteristik BMT
berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. BMemiliki fungsi sosial
sekaligus profit sebagai lembaga keuangan, sehimygmbutuhkan aturan yang
bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik yatiquiliki BMT. Sebagaimana
disampaikan oleh Rahmat Riyadi dari Dompet Dhuafagyselama ini telah membina
155 BMT, bahwa ‘kendala yang dihadapi BMT dari &spekum adalah regulasi
yang belum lengkap. Menurutnya karena BMT bergedakvilayah yang tidak
dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerakmdaektor nonformal sepeti
koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesapi untuk jangka panjang
harus disistematist.

BMT dikepung oleh beberapa peraturan yang menayagisesuai dengan
bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Sampai saaBMiT ada yang telah berbadan
hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. Baify perbadan hukum, pada
umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan ko@gedsngkan BMT yang
belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan K&Nbripok Swadaya
Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketaentuk hukumny&.

%3 |bid.

% Rahmat RiyadiKonsep dan Stategi pemberdayaan LKMS di Indonesizkalah disampaikan pada
Seminar Nasional Kontribusi Hukum dalam PemberdayladMS, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 18
Desember 2007.hal. 8.

% Neni Sri Imaniyati Aspek-Aspek Hukum BMBandung, Citra Adtya Bakti, 2010), him. 99-101
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BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduklapgeraturan
perundang-undangan :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasj y@lah diubah menjadi

Undang-Undang No. 17 Tahun Tahun 2012 tentang Perksian,

2. Peraturan Pemerintah Rl No. 9 Tahun 1995 Tentalak$saan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam oleh koper&si

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kagil Menengah Nomor
91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksana&egiatan Usaha

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah,

a. Secara teknis mengenai penerapan akaddharabah dalam bentuk
pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN4WNJ2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

b. Secara teknis mengenai penerapan akadsyarakah dalam produk
pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN{WNJ2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah.

c. Secara teknis mengenai implementasi akadabahahdiatur dalam Fatwa
DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentanlylurabahah

d. Secara teknis mengenai implementasi agaldm,tunduk pada Fatwa DSN
MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Bebialam

e. Secara teknis mengenai implementasi akéidhng tunduk pada Fatwa DSN
MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Bdbtishna

f. Secara teknis mengenai penerapan ajkadh tunduk pada Fatwa DSN MUI
No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayakarah.

g. Secara teknis mengenai implementggiah Muntahia Bit Tamlik(IMBT) ini
tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-NMIUR002 tentang
Al-ljarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik

h. Secara teknis mengenai pembiaygandh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI
No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentangl Qardh

% Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperaslah dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 pukul 09.30 VéIBh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua Mahkamah
Konstitusi Hamdan Zoelva, sehingga sebagai konsekdegis kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun
1992 tentang Koperasi.

54



4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kea@h dMenengah
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar @gienal Manajemen
Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keah dVenengah
39/Per/M.KUKM/XI1/2007 tentang Pedoman Pengawasaropdfasi Jasa
Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syarigietasi,

Apabila dianalisis lebih mendalam, eksistensi kélagaan atas status badan
hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan SyaridK$K yang tunduk kepada
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dam w@ilabah menjadi Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian s@lagjutnya telah dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undarm®og yang lama yaitu
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasnasih belum mampu
mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satwalgariteuangan yang melayani
kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT k#abdengan koperasi jenis
koperasi pada umumriyakarena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariamgya
berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam &iBpat misi sosial sebagai
Baitul Maal yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya padang-undang
koperasi.

Eksistensi kelembagaan BMT sebenarnya telah diadonuengan adanya
undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-ttpddo. 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undainglisebutkan adanya
pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsiabByaebagaimana diatur dalam
Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalanksaha atas dasar prinsip
ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 A¢atl{fahwa “Ketentuan mengenai
Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sefvage dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan meale yang selanjutnya
mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Kagedan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Pgtin Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ahati®an Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/NMKIX/2007 tentang

67 Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang NoT&Bun 1992 tentang Perkoperasian adalah

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Ug#t®lJ), Koperasi Produksi dan Koperasi Konsumsi.

Namun selanjutnya, dalam undang-undang koperagj yemu, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2012
tentang Perkoperasian (yang telah dibatalkan oleihkeimah Konstitusi) tidak lagi menyebutkan Koperasi

Serba Usaha, dan menyatakan bahwa jenis-jenis &sipadalah: Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen,
Kperasi Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam.
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Pedoman Standar Operasional Manajemen KoperasiKisangan Syari'ah, dan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecidn dMenengah
39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasapdfasi Jasa Keuangan
Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Namun dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 1A &®12 tentang
Perkoperasidf, pengaturan tentang koperasi yang berlandaskamsiprisyariah
dihapuskan dan kembali pada Undang-Undang No. 2Burtal992 tentang
Perkoperasian yang sama sekali tidak mengaturnigrikaperasi yang berlandaskan
prinsip syariah. Dengan kembali diberlakukannyaamgdundang perkoperasian yang
lama, mendudukan BMT sebagai Koperasi Jasa KeuaBganah sama dengan
koperasi lainnya. Di satu sisi, kenyataan ini meeg&akan, sebagaimana
disampaikan oleh Direktur Koperasi Jasa Keuangari&y Baitut Tamwil Tamzis
Wonosobo, bahwa “sekarang kami tidak lagi mempurataran setara undang-
undang yang bisa mengatur keberadaan BMT, karedangaUndang No. 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian yang secara spesifik teengatur penggunaan prinsip
syariah dalam pelaksanaan koperasi telah dibatatkan kembali pada undang-
undang lama yang belum mengikuti perkembangan kbbaat masyarakat dan tidak
belum mengakomodir spesifikasi BMT sebagai kopetasgan prinsip syarial?®.

Namun di sisi lain, pembatalan undang-undang k&peeng baru juga telah
mengembalikan jati diri koperasi yang berdasarkarakyatan dan kesejahteraan
masyarakat, karenjadicial reviewdidasarkan pada alasan-alagan:

1. Pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa ‘flaspadalah badan hukum”
berakibat pada “korporatisasi Koperasi’, yakni munga perusahaan yang
mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hikperasi, namun tidak

memiliki jatidiri koperasi dan tidak melakukan pip-prinsip koperasi dan hanya

% permohonanjudicial Reviewatas Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perasian
diajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadagialam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti, sebagai Penon
I; Koperasi Karya Insani, dalam hal ini diwakiliebl Yuyu Rahayu, sebagai Pemohon II; Yayasan
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, dalamnhaliviakili oleh Ir. Zulminarni, disebut sebagai
Pemohon IlI; Asosiasi Pendamping Perempuan Usaldl KESPPUK), dalam hal ini diwakili oleh Endang
Susilowati, disebut sebagai Pemohon 1V; AsosiasiaP®engembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dalam
hal ini diwakili oleh Ir. Kodar Tri Wusaningsih, MSdisebut sebagai Pemohon V; Lembaga Pengkajian da
Pengembangan Koperasi (LePPek), dalam hal ini dilwvakeh Suroto dan Sukma Fitri Astuti, disebubagai
Pemohon VI; Wigatiningsih, disebut sebagai PemoWibnSri Agustin Trisnantari, disebut sebagai Pemoh
VIII; Sabig Mubarok, disebut sebagai Pemohon IX;y®l&aphira, S.E., disebut sebagai Pemohon X; Chaeru
Umam, disebut sebagai Pemohon XI.

% Wawancara dengan Budi Santoso, S.E., Direktur Kaspelasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil
Tamzis Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 28 Aguaiid, di Kantor Pusat KIJKS Baitut Tamwil Tamzis
Wonosobo.

0 perbaikan Permohondndicial ReviewPerkara No. 60/PUU-X1/2013
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melakukan urusan bisnis semata. Dengan demikiaeraspakan bekerja tidak
lagi sesuai dengan jatidirinya, koperasi akan sdeman perusahaanperusahaan
lain pada umumnya yang berbentuk Perseroran Ter(R13;
. Bahwa tidak adanya pencantuman frasa “Koperasahda¢rkumpulan otonom
dari orang-orang” dan penyebutan frasa “KoperaaladBadan Hukum” pada a
quo telah dan akan menimbulkan interprestasi yamgdala dari makna koperasi
dan karenanya telah menimbulkan kerugian atau beErpo menimbulkan
kerugian bagi pemohon karena koperasi dengan demikiudah kehilangan
prinsipnya yang mendasar sebagai organisasi yampot dan koperasi dimaknai
secara sempit sebagai semata perusahaan;
. Bahwa modal penyertaan dari luar anggota yang dkadikan instrumen oleh
Pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk dstasikan pada koperasi
adalah bentuk pengerusakan kemandirian koperasg yeemudian berarti
kemandirian bangsa karena dengan adanya modal rpgmyedersebut anggota-
anggota koperasi akan menjadi objek eksploitasinaipéakan ketergantungan,
hilang prakarsanya dan pada akhirnya mengakibgt&disipasi yang rendah dari
anggota-anggotanya terhadap koperasi dan membuka iptervensi dari pihak
luar apakah itu Pemerintah, pemodal besar ataudgakeuangan non-koperasi;
. Kewenangan pengawas dalam menetapkan anggota danbem@ntikan
pengurus secara sementara telah melanggar prisag kekeluarga yang pun
selama ini telah menjadi semangat gerakan kopdrdsdonesia. Semangat asas
kekeluargaan yang berangkat dari anggota untukcdagelah dikebiri dengan
berlakunya pasal a quo. Keputusan tertinggi di rdakoperasi adalah pada
anggotanya, pengambilan kewenangan ini akan meaciderinsip-prinsip
koperasi yang selama ini telah hidup di Indonesia;
. Ketentuan mengenai Dewan Koperasi Indonesia sebagai diatur dalam Pasal-
pasal:
a. Pasal 1 angka 18,
Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yangikdid dari dan oleh
Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentirggm menyalurkan
aspirasi Koperasi.
b. Pasal 115,
1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperadoresia yang

berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kiegen dan
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bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalaamgka

pemberdayaan Koperasi.

2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi,tatankerja dewan

Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.

3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahlemémerintah.
Pasal 116,

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilam giinsip Koperasi yang

bertugas:

a.
b.

memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspioggrasi;
melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapgannilai dan prinsip
Koperasi;

meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalanganareisst;
menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi keldadarasi;
mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Kopdmas antara
Koperasi dengan badan usaha

lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regiomagupun internasional;
mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakaperasi;
menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringajak&ma di bidang
Perkoperasian; dan

memajukan organisasi anggotanya.

. Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiat@awath Koperasi

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1aéabelari:

a.

b
C.
d

iuran wajib Anggota;

. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

Hibah; dan/atau

. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AmaggBasar dan/atau

peraturan perundang-undangan.

. Pasal 118,

1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan deltoperasi

Indonesia yang bersumber dari Anggaran PendapataiBelanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerakai seslengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penab pé&nggunaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesiasdilakan berdasar
prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensikiféas, dan akuntabilitas.

f. Pasal 119

1) Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indgndibentuk
dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.

2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersudalbe Anggota
dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yasafh dan tidak
mengikat.

3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harudid@eh akuntan
publik.

4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Kopedasiesia diatur
dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nd.ahidn 2012 tentang
Perkoperasian adalah telah nyata-nyata menjadikaisipgerakan koperasi menjadi
bagian dari subordinat dari pihak luar dan mengigikan otonomi dari gerakan
koperasi yang seharusnya mendapatkan pengakugedarungan.

Norma materiil yang diajukajudicial reviewadalah™
1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan olemgrperseorangan
atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekpgaa anggotanya sebagai
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspiaa kebutuhan bersama
di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai deniggirdan prinsip koperasi.

2. Pasal 1 angka 11 UU 17/2012

Modal penyertaan adalah penyetoran modal pada &sipberupa uang
dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang geegorkan oleh perorangan
dan/atau badan hukum untuk menambah dan mempegrkoaibdalan koperasi

guna meningkatkan kegiatan usahanya.

" perbaikan Permohondndicial ReviewPerkara No. 60/PUU-X1/2013
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. Pasal 1 angka 18 UU 17/2012
Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yangkdid dari dan oleh
Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentinganntenyalurkan aspirasi
Koperasi.
. Pasal 50 ayat (1) huruf a UU 17/2012
Pengawas bertugas:
a. mengusulkan calon pengurus;
b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebgakan
d. pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh penguias;
e. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
. Pasal 50 ayat (2) huruf e UU 17/2012
Pengawas berwenang: (e) dapat memberhentikan penguntuk
sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012
Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik ataggnaupun non
anggota.
. Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012
Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggerawgul pengawas.

. Pasal 63 UU 17/2012

a. Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oletgawas dengan
menyebutkan alasannya.

b. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)ihsetelah tanggal
pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggot

c. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (Bat deencabut
keputusan pemberhentian sementara tersebut atabertentikan pengurus
yang bersangkutan.

d. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigdup) hari tidak diadakan
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat @nbgrhentian

sementara tersebut dinyatakan batal.

. Pasal 65 UU 17/2012

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatarupengang kosong
atau dalam hal pengurus diberhentikan untuk semeemiiau berhalangan tetap

diatur dalam Anggaran Dasar.
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10.Pasal 115 UU 17/2012

a. Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasioriasia yang
berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kieygamt dan bertindak
sebagai pembawa aspirasi koperasi, dalam rangkbgrdayaan koperasi.

b. Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, takan kerja Dewan
Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.

c. Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia disahkeimémerintah.

11.Pasal 116 UU 17/2012
Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilaa gainsip koperasi
yang bertugas:

a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspoasirasi;

b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapaianiai dan prinsip
koperasi;

c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalanganareisyt;

d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kek@uerasi;

e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-kogamantara
koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tihgkat nasional, regional,
maupun internasional;

f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara geréaerasi;

g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringajalsama di bidang
perkoperasian; dan

h. memajukan organisasi anggotanya

12.Pasal 117 UU 17/2012
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatewdh Koperasi

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11€abeeai:

a. iuran wajib Anggota;

b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

c. Hibah; dan/atau

d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Aaggaasar dan/atau
peraturan perundang-undangan.

13.Pasal 118 UU 17/2012
a. Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan Dé&weparasi Indonesia

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BeMegara dan/atau
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuaird&atgentuan peraturan
perundang-undangan.

Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penas g@enggunaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengelolaan anggaran Dewan Koperasi Indonesia sdit@kan berdasar

prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensikiféas, dan akuntabilitas.

14.Pasal 119 UU 17/2012

a. Untuk mendorong pengembangan Dewan Koperasi Inggrdibentuk dana

pembangunan Dewan Koperasi Indonesia.

Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia bersutalieknggota
Dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain ysatgdan tidak mengikat.
Dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia harudid@eh akuntan
publik.

Ketentuan mengenai dana pembangunan Dewan Kopedasiesia diatur
dalam Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

Pasal-pasal tersebut di atas dianggap bertentaleyggan milai-nilai yang ada

dalam konstitusi R, yaitu*
1. Pembukaan Alinea Ke-4 UUD 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemtedti Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan kelunupah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerd&skédupan bangsa dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakkamerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemaasekebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Repulnidonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik &si@rnyang berkedaulatan
rakyat...”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, gerigan dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapammnuku
3. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepemcamenyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

2 bid.
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4. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berddaar asas
kekeluargaan
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdatsar demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadild®rkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta denganage keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan permohongudicial reviewatas Undang-Undang No. 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian, maka majelis hakim Erabk Konstitusi memutuskan
bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Per&sian bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945; Undang-UndanglRdlahun 2012 tentang
Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum yaeggrkat; dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiamakiedntuk sementara waktu
sampai dengan terbentuknya undang-undang yand~baru.

Dalam hal pengawasan BMT yang berbadan hukum ksipdiiakukan oleh
Kementrian Koperasi dan UKM di mana domisili BMTréga, apabila di tingkat kota
dilakukan oleh Dinas Koperasid an UKM Kota/Kabupatgedangkan bila di tingkat
provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi danMURrovinsi. Namun tentu saja
pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Kopefasi UKM memiliki standar
pengawasan yang sangat berbeda jika dibandingkagadepengawasan lembaga
keuangan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia st ini telah beralih ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementrian Keuangai.iril disebabkan, koperasi
adalah lembaga keuangan mikro yang dirintis dacilkeengan modal kecil yang
merupakan kumpulan orang per orangan dengan tujamg sama untuk
meningkatkan perekonomian dan pengelolaan tidakstdredtar dilakukan oleh
pengelola dan pegurus, sebagaimana yang disampailedn Yusuf, SE (Ketua
Asosiasi BMT Indonesia Kota Semarang), bahwa “kagieitu berasal kegiatan
swadaya masyarakat dengan skala yang sangat kemdal yang kecil, dikelola

secara sederhana, sehingga tidak bisa disamakgardparbankan, walaupun saat ini

3 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan PeNau28/PUU-XI/2013, him. 254.
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telah dilakukan banyak perbaikan sehubungan denpganingkatan kualitas

koperasi”*

Pengawasan dalam BMT yang berbadan hukum Kopegessi Beuangan
Syariah (KJKS) tunduk pada Peraturan Menteri Kogierdan UKM Nomor
39/Per/M.KUKM/XI1/2007 tentang Pedoman Pengawasapdfasi Jasa Keuangan
Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah KoperaslanbaKetentuan Umum
Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Kopelasa Keuangan Syariah,
disebutkan bahwa pengawasan dalam BMT dilakukam D&van Pengawas Syariah
(DPS)”®

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawaelaksanaan
kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syamah Jdsa Keuangan Syariah
berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkasil pengawasannya kepada
Pejabat’ Agar terstandarisasi, DPS mengikuti sertifikasiw@n Pengawas Syariah
yang juga secara rutin digelar oleh DSN MUI. DaRRedoman Rumah Tangga DSN-
MUI syarat pengangkatan DPS vyaitu :

3. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulamegktisi dan pakar di
bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidakauhan dengan lokasi
lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.

4. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuanganiabyaversangkutan,
sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi Majelis Ulama
Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

Kewenangan dan otoritas DPS KJKS BMT diperjelasamalPeraturan
Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenknB&publik Indonesia
Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Standar Opgmaal Prosedur KJKS,
yang menyebutkan identitas Jabatan DPS antara lain
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yangtakbantuk melakukan

fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itunbiaildoekerja sesuai dengan

"4 Wawancara dengan Bapak Yusuf, S.E., Ketua AsoBilEi Indonesia Kota Semarang, sekaligus
Direktur BMT Walisongo Kota Semarang, pada tandgalJuli 2013 di Kantor Pusat BMT Walisongo Kota
Semarang.

> Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipiliéh koperasi yang bersangkutan
berdasarkan keputusan rapat anggota dan berakggotim ulama yang ahli dalam syariah yang
menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengsyeaimh pada koperasi yang bersangkutan davebang
memberikan tanggapan atau penafsiran terhada fgang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Pasal 1
Ketentuan Umum Keputusan Menteri Koperasi dan UKM 8 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS)

8 pasal 32 Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nota®iin 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS).
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pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Majdhsna Indonesia, dalam

hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN)

2. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib iketindgatwa DSN dalam
rangka kesesuaian produk atau jasa KJKS dan UJK®rdsi dengan ketentuan
dan prinsip syariah Islam.

Ada empat tugas pokok yang harus dijalankan ole§ RFKS BMT, masing-
masing telah diperjelas dalam point rincian sebbgakut :

1. Pertama: Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS Kapesesuai dengan
syariah
d. Menelaah dan mensahkan setiap spesifikasi prodaghtmpunan (funding)

maupun produk penyaluran dana (financing)

e. Mengkomunikasikan kepada DSN usul dan saran pergyegap produk dan
jasa Koperasi yang memerlukan kajian dan fatwa DSN

f. Memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Manaj&#€8 dan UJKS
Koperasi tentang berbagai fatwa DSN yang relevargae bisnis KJKS atau
UJKS Koperasi.

2. Kedua: Memastikan tata laksana manajemen dan pelaysesmmi dengan syariah
d. Menelaah dan mensahkan tata laksana manajemenetiaampan KJKS dan

UJKS Koperasi ditinjau dari kesesuaiannya dengansipr muamalah dan
akhlag Islam.

e. Membantu manajemen dalam pembinaan agidah, syadian akhlag
manajemen dan staf KJKS dan UJKS Koperasi.

f. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syadialam interaksi (antara
sesama manajemen dengan staf dan antara manajemeatadl staf dengan
anggota dan masyarakat luas) dalam transaksi bgis melaporkannya
kepada Badan Pengurus KJKS atau Koperasi yang ikethiKS.

3. Ketiga : Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapatemankan dan
membangun kesadaran bersama sehingga anggota sap kdnsisten
bermuamalah secara Islam melalui wadah KJKS at&sUKbperasi.

c. Membantu pengurus dengan memberikan penjelasanatin nasehat —
diminta atau tidak diminta — tentang keadaan arggatda khususnya dan
KJKS atau UJKS Koperasi pada umumnya ditinjau dapek kesyariahan.

Penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupluadRapat Pengurus.
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d. Menelaah  sistem pembinaan  anggota—kurikulum, matedan
penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuisur tarbiyah
(pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam.

4. Keempat Membantu terlaksananya pendidikan anggota yapgtdneningkatkan
kualitas aqidah, syariah dan akhlag anggota.

Selanjutnya adalah pengawasan yang dilakukan sectmanal oleh BMT
melalui audit internal, sebelum selanjutnya hasiigawasan internal tersebut di bawa
ke Rapat Anggota Tahunan sebagai bentuk pertangyualgan terhadap anggota.
Pengawasan internal bertanggung jawab memberilsankepada manajemen, yaitu
berupa informasi dan advis sesuai dengan kebutotzarajemen dan perkembangan
koperasi serta memikirkan cara-cara alternatif ylaaigg bagi koperasi. Pengawasan
intern mempunyai wewenang yang luas, yaitu memerdemua catatan koperasi,
harta milik dan hutang-hutang, memeriksa semuakaingnanajemen (kecuali top
manajemen), dapat memasuki semua bagian dan ujatderta melakukan berbagai
teknik pemeriksaan. Audit keuangan dan audit opefesmpliance test)juga
dilaksanakan dalam pemeriksaan yang dilakukan @udihtuk KJKS dan UJKS
Koperasi. Khusus untuk pengujian kepatuhan, di $sgnperaturan-peraturan
(internal dan eksternal), fatwa-fatwa DSN notuleewan Pengawas Syariah juga
dijadikan acuan. Teknik audit yang dilaksanakaim @editor untuk KJKS dan UJKS
Koperasi secara umum sama dengan teknik audit yefah ada. Misalnya
penggunaan teknik audit rekonsiliasi untuk memariksekening bank lain,
menggunakarash/stock opnamantuk hal-hal yang dihitung secara fisik, sepias,
inventaris dan lain-lain.

Secara garis besar, beberapa hal yang secara ktileskiskan dalam audit,
sebagai berikut:

1. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian lapokanangan, juga
diuangkapkan unsur kepatuhan syariah yang melipetaturan-peraturan internal
dan eksternal, fatwa-fatwa dan notulen Dewan Peagd&yariah.

2. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek prodik,shenber dana maupun
pembiayaan.

3. Pemeriksaan distribusi profit.

4. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.

5. Pengakuan beban yang secara accrual basis.
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6. Dalam hubungan dengan bank koresponden, pengalaraiapatan tetap harus
menggunakan prinsip bagi hasil, jika tidak makadagatan atas bunga tidak
boleh dicatat sebagai pendapatan.

7. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat

8. Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-uyesog tidak sesuai dengan
syariah.

Selanjutnya, audit internal dilanjutkan dengmoof danverifikasi Bagian ini
berkenaan dengan kebijaksanaan umum dalam pelaksaraifikasi (Pengujian
kebenaran) darproof (pencocokan pencatatan) antara pencatatan peidesiger
dengan neraca. Terdapat 2 (dua) jenis proof dafikeesi:

3. Proof dan verifikasi secara bagian. Dilaksanakan olelsimgamasing bagian
yang bersangkutan dibawah tanggung jawab kepalerbaBengawasan secara
lengsung (termasuk penentuan tanggal pelaksandamigam dilakukan oleh
masing-masing kepala bagian. Tugas pengawasan whiplisanakan oleh
karyawan independen yaitu bagian yang tidak terllBagsung dalam tugas
pembuatan/pemrosesan, pemeriksaan atau pembuke#itiket, kartu, catatan,
berkas-berkas lain yang diproof dan verifikasi.

4. Proof dan verifikasi secara independent. Dilaksanakaat diagian audit dan
dibawah tanggung jawab Manajer KJKS atau UJKS Kagieftermasuk dalam
penentuan tanggal pelaksanaannya).

Pelaksanaarproof dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini bwaji
dilakukan secaraurprise tanggal dan hari pelaksanaproof dan verifikasi dari
bagian yang bersangkutan hanya diketahui oleh pstygng melakukan. Sedapat
mungkin tanggal dan hari pelaksanganof dan verifikasi dibuat bervariasi dengan
memperhatikan pula masa-masa sibuk (misalnya albian) untuk mencegah
terjadinya kerja lembur yang tidak perlu. Hal ierutama perlu diperhatikan pada
pelaksanaaproof dan verifikasi secara bagian. Keharusan untuk keatsakarproof
dan verifikasi yang terdapat pada pedoman ini &diddentuan minimal yang wajib
dilaksanakan. Apabila dianggap perlu, atas infsstindiri dapat menambahkproof
dan verifikasi secara bagian dan independen.

Setiap penambahaproof dan verifikasi wajib dipertimbangkan terlebih
dahulu manfaat yang akan diperoleh dengan mempkahatvaktu-waktu sibuk,
jumlah tenaga yang ada, dan masalah-masalah laig yaungkin timbul sebagai

akibat dilakukannyaproof dan verifikasi tambahan. Pada saat dilakukannya
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pemeriksaan oleh Tim Inspeksi, jadual dilakukanpyaof dan verifikasi (secara
bagian maupun independen) akan segera dihentikamddi, sampai selesainya
pemeriksaan. Segera setelah dilakukan pemeriksiganTém Inspeksi, KIKS dan
UJKS Koperasi wajib menyusun kembali jadual proah dverifikasi yang baru.
Selanjutnya adalalero Defect Program{(ZDP) yang dilakukan oleh bagian audit,
khusus pada tiket-tiket termasuk di dalamnya prasegenerimaan tiket dan
pemeriksaan atas transaksi-transaksi harian yajaglite

Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh Kementriapekasi dan UMKM.
Pengawasan oleh Kemenkop dilakukan secara berlgpisS dan UJKS Koperasi
dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi @pls&n audit yang terdiri dari:
3. Pengendalian Diri SendifSelf Control)

Pengendalian atas diri sendfgelf control) merupakan lapisan pertama
dan utama dalam diri setiap karyawan KJKS atau UBOPerasi. Sehingga
peran Bagian SDM dalam memilih karyawan yang tepatupakan syarat mutlak
adanya peran lapisan kontrol yang pertama seciraap

4. Pengendalian MenyatBuilt in Control)

Selain Self Control karyawan dalam melaksanakan tugas tidak terlepas
dari sistem dan prosedur yang diciptakan yang aetidak disadari oleh setiap
karyawan, dimasukkan unsur-unsur pengendalian yaegyatu dengan sistem
dan prosedur tersebut. Adapun unsurunsur yang halipenuhi dalam
menciptakan pengendalian mutu yang baik adalahl control, dual custodian,
maker, checker, approval, limitation, segregatidndaties verifikasi dan lain-

lain.

2. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai Badan Usaha Milik Yayasan
Selain BMT memilih berbadan hukum koperasi dalamtide Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS), BMT juga dapat jugaipakan salah satu badan
usaha yang dimiliki oleh suatu Yayasan. Dengan kiemj status badan hukum
Yayasan yang memiliki BMT akan tunduk pada Undamgthhg No. 28 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1&unT@001 tentang
Yayasan. Bila berbadan hukum yayasan, maka meropb#tdan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipakbain untuk mencapai tujuan

tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemaamsimng tidak mempunyai
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anggota’ Dengan demikianBaitul Maal hanya memiliki fungsi sosial saja dan
tidak memiliki fungsi profit. Fungsi sosial dimilikarena BMT adalatBaitul
Maal”® (rumah harta) yang memiliki fungsi menyalurkan atgiana masyarakat
untuk zakat, infak dan shadagah, tanpa mengambihtkagan dari kegiatan
tersebut. FungsBaitul Tamwil® yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya harus dihilangkan dari BMT, apab@abadan hukum yayasan.
Namun dalam realitasnya, banyak terdapat yayasag geemiliki badan usaha
BMT yang berbadan hukum koperasi. Jadi, apabilagay ini memilikiBaitul
Maal biasanya akan merubah kelembagaannya hanya méjashga amil zakat,
infak dan shadagah (LAZ).

Dalam kegiatan mengelola zakat, BMT tunduk padaddgeUndang No.
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang matigga Undang-Undang
No. 38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat. Bila meruptdtapaturan undang-undang
ini, BMT merupakan lembaga amil zakat, infak danddgah sekaligus lembaga
keuangan yang dapat melakukan kegiatan penghimpdaanpenyaluran dana
dari dan ke masyarakat, khususnya masyarakat k&agiatan ini telah
dilegitimasikan dalam Keputusan Menteri Negara é¢api dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Pgtkn Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ahwéaatKoperasi Jasa
Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah sef@njalankan kegiatan
pembiayaan atau tamwil, dapat menjalankan kegiat@al, dan atau kegiatan
pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, daaddh (ZIS), termasuk

wakaf” &

" pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 260taing Perubahan Atas Undang-Undang No.
16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

8 Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasiak keagamaan yang kegiatan utamanya
menampung serta menyalurkan harta masyarakat bealjas, infaq dan shadagah (ZIS) berdasarkan ketent
yang telah ditetapkan Alguran dan Sunnah Rasul-Niet Makhalul Ilmi SM,Teori Dan Praktek Lembaga
Mikro Keuangan Syarighvogyakarta : Ull Press, 2002), him. 65.

9 Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatamanya menghimpun dana masyarakat
dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun depositargayalurkannya kembali kepada masyarakat dalam
bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah metatkanisme yang lazim dalam dunia perbanhbidl.,
him. 67.

8 pasal 24 Keputusan Menteri Negara Koperasi dah&&ecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.
KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegidigaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
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3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang Berbentuk Kelompok Swadaya
Masyarakat

Selain berbadan hukum koperasi dan yayasan, mesiapat beberapa
BMT yang belum memiliki status hukum dan baru betbk Kelompok Swadaya
Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. ApBMI& berbentuk KSM,
maka BMT merupakan bentuk organisasi kemasyarakgdn organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara slkaverdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatdan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapaioyert Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancdsila.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentangadsgsi
Masyarakat dinyatakan bahwa, “Dalam hal Ormas miemgim dan mengelola
dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud d@¢esal 37 ayat (1) huruf a,
Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban nkguma sesuai dengan
standar akuntansi secara umum atau sesuai dengagaMatau ART? Dalam
ayat selanjutnya diatur bahwa, “Dalam hal Ormasghenpun dan mengelola
bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dima&kard Basal 37 ayat (1)
huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuanggmada publik secara

berkala®

B. Eksistensi Kelembagaan BMT dan Status Badan Hukum BT Pasca UU No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pdaheas yang pertama,
bahwa BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompalg dilihat dari status badan
hukumnya, yaitu:
1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Kagiedasa Keuangan
Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tah@f82 tentang

Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatarangahtunduk pada :

8 pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 28m8ng Organisasi Kemasyarakatan.
8 pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 26fiang Organisasi Kemasyarakatan.
8 pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 20fgang Organisasi Kemasyarakatan.
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a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kieail Menengah Nomor
91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanadegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah,

b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keath dMenengah
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar @gienal Manajemen
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan

c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keaih d/ienengah
39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasaapdfasi Jasa
Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syarigiet&si,

2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunddk pindang-Undang No.
25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Wadadang No. 28 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. I&unr&001 tentang
Yayasan.

3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarék8M) dan tunduk
pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Gegsirilasyarakat.

Apabila dilihat dari ketiga kelompok karakterist8BMT berdasarkan status
badan hukumnya tersebut, maka dengan diberlakukatimdang-Undang No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT tdj@atakan sebagai salah
satu lembaga keuangan mikro bila memiliki statusdlaba hukum koperasi,
sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 20itarnig Lembaga Keuangan
Mikro, bahwa pendirian LKM paling sedikit harus meitikin persyaratan®
a. Bentuk badan hukum
b. Permodalan; dan mendapatkan izin u¥alyang tata caranya diatur dalam

undang-undang ini.

Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperamii d&erseroan
Terbatas® Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukp®rési, maka akan
tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 terfamkoperasian. Sedangkan
apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukigar®an Terbatas, maka tunduk
pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseferbatas. Lembaga

Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bakk LKM melakukan kegiatan

84 pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang agankieuangan Mikro.

8 |1zin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jésmangan (OJK) dengan persyaratan-
persyaratan: (a) susunan organisasi dan kepengunosanodalan, kepemilikan; dan kelayakan rencamg.k
Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 TaliffB2entang Lembaga Keuangan Mikro.

8 pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 201uenLembaga Keuangan Mikro.
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usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tnkedudukan LKM dan telah
memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam PeralasanKeuangan Syarigh.

Jika melihat pengaturan dari Pasal 27 Undang-Undéogl Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro ini bisa terjadinkieiguan dalam penafsirannya,
karena dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 20t8ng Lembaga Keuangan
Mikro hanya disebutkan bahwa LKM memiliki bentukdaa hukum koperasi atau
Perseroa Terbatas (PT), sedangkan semua bank kestditus badan hukum
Perseroan Terbatas dan tunduk pada Undang-Undangt0Ndahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Dengan demikian akan muncthngaan, “apakah dengan
demikian, yang dimaksud untuk bertransformasi nénpank adalah LKM dalam
bentuk koperasi apabila melakukan kegiatan usahkebihe 1 (satu) wilayah
Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM?” dan pertanyaglanjutnya adalah
“apabila demikian, apakah LKM dalam bentuk koperaanya boleh melakukan
kegiatan usaha di 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kaja?sDan apabila melebihi satu
Kota/Kabupaten harus berubah menjadi bank dan rabBrstatus badan hukumnya
menjadi perseroan terbatas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan sdmghtbungan dengan
permasalahan pengawasan LKM pasca Undang-Undand Nahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro diundangan dan mulai dikekan®® Karena menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga ri¢gum Mikro dijelaskan
bahwa bentuk badan hukum LKM sangat mempengarutggveasannya, khusunya
lembaga yang akan mengawasinya. Sebagaimana diagadalam Pasal 28 Ayat (1),
(2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lemal&iangan Mikro, bahwa :
(1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukeh Otoritas Jasa

Keuangatfy;
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksudAgadg1) Otoritas Jasa
Keuang melakukan koordinasi dengan kementrian yagrgyelenggarakan urusan

koperasi dan Kementrian Dalam Negeri.

8 pasal 27 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentangagamKeuangan Mikro
8 peraturan Pelaksanaan dari undang-undang ini ldétetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung

sejak undang-undang ini diundangkan dan undangrgndd mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhgtun
sejak tanggal diundangkan. Pasal 41 dan 42 Undamigsiyy No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

8 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingikié¢, adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempuuoyajsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengaywasan
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimakslathddndang-Undang iniPasal 1 Angka 1 Undang-
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasar{guma
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Berdasarkan pasal tersebut berarti pengawasan Lkdvada di tiga
kementrian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), éfgrran Koperasi dan UKM dan
Kementrian Dalam Negé?tj sebagaimana nota kesepahaman yang telah
ditandatangani oleh tiga kementrian, yaitu olehudebDewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, Menteri iddisegeri, Gamawan Fauzi
dan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifudin Hasankantor Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Kompleks Bank Indonesia, hari Jum’at, tangddl Juli 2014, tentang
koordinasi pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahuhb3 2@ntang Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)3!

Dengan demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013amgn Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) baru akan berlaku selambatiatya 2 (dua) tahun sejak
diundangkannya pada tahun 2013 dan sampai saabehim ada peraturan
pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam hal pengawasuncul keresahan di
kalangan penggiat BMT, di mana Undang-Undang NoTahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini dinilai akan measformasikan status
kelembagaan BMT yang semula adalah koperasi di Ibgpeagawasan Kementrian
Koperasi dan UKM menjadi bentuk bank yang nantiakan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan, karena perkembangan BMT yang sempakiat diikuti dengan
pemekaran cakupan wilayah BMT lintas kota/kabupdiahkan antar provinsi.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan keresahesekan tersebut akan
terjawab setelah peraturan pelaksanaan dari Undadgng No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini sudah ada dilaksanakan. Sampai
saat ini, masih berada pada tahap inventaris LKMALBerdasarkan status b adan
hukumnya, apakah koperasi, perseroan terbatasyatautidak atau belum berbadan

hukum.

% Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 Ayat (Lpténtindang No. 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, bahwa :"Otoritas Jasa KgamnKementrian yang menyelenggarakan urusan
koperasi dan Kementrian Dalam Negeri harus melakieentarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Ayat
(2), “Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pagatA1) harus diselesaikan paling lambat 2 (duhjirta
terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Ayat, (8alam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan,eféian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan
Kementrian Dalam Negeri dapat bekerjasama denipak fain yang memiliki infrastruktur memadai.

%1 Jobsmediaonline.com. Diunduh pada hariRabu, tdrigy&eptember 2014.
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C. Analisis Rechtsdogmatiek Empiric atas UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro Atas Status Badan Hukum dan Pengawas BMT

Analisis rechtdogmatiek Empiriadalah analisis yang didasarkan pada kajian
normatif suatu undang-undang (dogmatik) sekaligudasarkan pada Kkajian
realitasnya. Bahwa kelahiran Undang-Undang No. Buma2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro adalah didasarkan pada pertimbahghwa®*

a. Untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat metgagguh, berdaya
dan mandiri yang berdampak pada peningkatan peoekian nasional yang
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonderigan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutaerwawasan lingkungan,
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kamajlan kesatuan
ekonomi nasional.

b. Bahwa masih terdapat kesenjangan antara permirdaanketersediaan atas
layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi aragkat miskin dan/atau
berpenghasilan rendah yang bertujuan untuk memyeada ekonomi
masyarakat.

c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memekelhtuhan layanan
keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau lggrasitan rendah, kegiatan
layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya pkatur secara lebih
komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasarr&d&ggpublik Indonesia
Tahun 1945.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdk$am huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, perlu membentuk undang-unadng teri@angaga keuangan mikro.

Landasan idiil yang digunakan dalam pembentukarangdindang lembaga
keuangan mikro ini adalah Undang-Undang Dasar NeBapublik Indonesia Tahun

1945, yaitu :

a. Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasingsi anggaran dan
fungsi pengawasan;

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang ddgiam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak intagpehak angket dan
hak menyatakan pendapat;

9 Landasan idealdas sollen)kemana tujuan hukum diarahkan untuk membentuk anakgt
sebagaimana yang diharapkan, sehingga hukum memilikdan nyawa untuk kepentingan masyarakat pada
umumnya dan masyarakat kecil pada khususnya. Badgiemimbang Undang-Undang No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
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(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UbiDdetiap anggota DPR
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaigahdan pendapat
serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak ereg®PR diatur dalam
undang-undang.

b. Pasal 21

Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan uraiadang

c. Pasal 27 Ayat (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan daghmiipan yang layak bagi
kemanusiaan

d. Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4)

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beatisasas kekeluargaan
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdates demokrasi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, benkeian, berwawasan
lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga késgigan kemajuand an
kesatuan ekonomi nasional
Landasan idiil dari konstitusi ini menjadi dasabettuknya Undang-Undang
No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikral.KUndang-Undang No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)hbbungan erat dengan
keberadaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 terRankpperasian yang telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembaligpaddang-undang sebelumnya,
yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Peresian dan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasariezumna
Gambar 3.5

Hubungan UU LKM, UU OJK dan UU Koperasi

Philosophy Grondslag

Pancasila

Konstitusi

UuD 1045

< ‘\
Undang-Undang No. 1 .| Undang-Undang No. 21 .| Undang-Undang No.
Tahun 2013 tentang | Tahun 2011 tentang « 25 Tahun 1992
LKM Otoritas Jasa Keuangan tentang Koperasi
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Sedangkan kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2&ithng Otoritas

Jasa Keuangan dilandasi oleh pertimbangan:

a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yamgmpu tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatanadach sektor jasa keuangan yang
terselenggara secara teratur, adil, transparan, alamtabel, serta mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secaralaejlian dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masygraka

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima#alam huruf a,
diperlukan otoritas jasa keuangan yang memilikigkintugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan din dsgktor jasakeuangan
secara terpadu, independen, danakuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaldaldm huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentangitagdasa Keuangan

Landasan idiil atas kelahiran Undang-Undang No.Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan ini adalah beberapa aterangangan, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Républbnesia Tahun 1945;
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-un&apgda Dewan

Perwakilan Rakyat.

2. Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik gsilamahun 1945;

a. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasingsi anggaran dan
fungsi pengawasan;

b. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang détlam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak intagpehak angket dan
hak menyatakan pendapat;

c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UbiD setiap anggota DPR
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaigahdan pendapat
serta hak imunitas.

d. Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak aetag®PR diatur dalam
undang-undang.

3. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Isii@hun 1945;

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berd#tsar asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negargalamn menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
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(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungldincghya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmnakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar dat@®krasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadienkelanjutan, berwawasan
lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga kdésaigan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasaiatur dalam undang-
undang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank nesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telakrapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentangtéeen Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tah08 Béntang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tgnBank Indonesia
Menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik med@ Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor 4962)

Sedangkan kelahiran Undang-Undang No. 25 Tahun 198&2tang

Perkoperasian yang diubah menjadi Undang-Undang IMoTahun 2012 tentang

Perkoperasian dan selanjutnya dibatalkan oleh MahkaKonstitusi dan kembali

pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undan@Bldahun 1992 dilandasi

oleh pertimbangan:

a. Bahwa Koperasi ,baik sebagai gerakan ekonomi rakaipun sebagai badan
usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakgtmaju,adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasardid tata perekonomian
nasional yang disusun sebagai usaha bersama bésalasdas asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi;

b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya déardiun menjadi kuat dan
mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mapepperan sebagai sokoguru
perekonomian nasional;

c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dagutemgawab Pemerintah
dan seluruh rakyat;

d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan mem@an dengan

perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali keterténtang perkoperasian
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dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Unazateag Nomor 12 Tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;
Landasan idiil yang digunakan dalam Undang-Undaong N Tahun 2012
tentang Perkoperasian adalah:
a. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-unélapgda Dewan
Perwakilan Rakyat.
b. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasingsi anggaran dan
fungsi pengawasan
c. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Isifi@hun 1945;
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdstsar asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negaraaam menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungldindhya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmakyat
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar dat@®krasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadienkelanjutan, berwawasan
lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga kdésaigan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

Ketiga pengaturan undang-undang tersebut selaragjadephilosophy
grondslagdan konstitusi. Namun, justru di antara ketiga ayserundang-undangan
yang ada tersebut belum dapat melengkapi kekurasg@nsama lainnya, sehingga
terdapat kekaburan pengaturan, bahkan tumpang htim#ingaturan. Hal ini
disebabkan karena UU LKM baru akan diberlakukanapedhun 2015 yang akan
datang dan peraturan pelaksananya juga belum ada.

Keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentangbhga Keuangan
Mikro bisa sejalan dengan Undang-Undang No. 21 m&#fil1 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, karena keberadaan OJK sebagai lembaghin@esekaligus pengawas
bagi LKM. Namun bila dianalisis lebih mendalam, &erlaan Undang-Undang No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro kurapgtdsejalan dengan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasiankabahustru memiliki
pengaturan yang kurang dapat mendukung tumbuh kegnBMT yang berbadan
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hukum koperasi, khususnya dalam pengaturan masedatstensi badan hukum
koperasi dan transfomasinya menjadi bank bila telehcakup lintas kabupaten/kota,
bahkan provinsi. Diharapkan nota kesepahaman ydtagdétangai bersama oleh
Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Koperasi dan Wekla Kementrian Dalam
Negeri dapat menyelesaikan polemik pengaturan ddtatiga aturan tersebut,

termasuk dalam hdéw enforcemenhya.
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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembah&satang permasalahan-
permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapangllkan bahwa BMT
dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilindari status badan
hukumnya, yaitu:

a. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Kagielasa Keuangan
Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tal®8P tentang
Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatarangattunduk pada :

1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kiagil Menengah
Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pedakaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah,

2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kemil Blenengah
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar @genal
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan

3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kemil Blenengah
39/Per/M.KUKM/XI1/2007 tentang Pedoman Pengawasapédfasi Jasa
Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syarigietasi,

Pengawasan dalam BMT yang berbadan hukum Koperasa J
Keuangan Syariah (KJKS) tunduk pada Peraturan Mefoperasi dan UKM
Nomor 39/Per/M.KUKM/XI1/2007 tentang Pedoman Pengsan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan ISyoperasi. Dalam
Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No. 91 tahun 2@ddang Koperasi
Jasa Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pengawalsan BMT dilakukan
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selanjutnyagapeasan dilakukan
oleh Kementrian Koperasi dan UKM di mana domisliB berada, apabila di
tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKibta/Kabupaten,
sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakuldeh Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi.

b. BMT sebagai badan usaha milik Yayasan dan tundda pindang-Undang
No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undanguién®No. 16 Tahun
2001 tentang Yayasan.
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c. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya MasydrdK&M) dan
tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tent@nganisasi
Masyarakat.

2. Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang agelKeuangan Mikro
diundangkan, maka status badan hukum BMT sebagdidga keuangan mikro
hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroartasriiila berbentuk koperasi,
maka tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 199artg Perkoperasian dan
pengawasan berada di bawah Kementrian Koperasu#am. Dan jika berbadan
hukum perseroan terbatas, maka pengawasan dilakDi@itas Jasa Keuangan
dan tunduk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 20lfarignOtoritas Jasa
Keuangan. Dilematika yang dialami BMT adalah pemfatsan eksistensinya
apabila mengembangkan usaha melebihi satu kabupatizn maka harus
bertransformasi menjadi bank dan berstatus bad&unmuperseroan terbatas.
Permasalahan transfromasi lembaga keuangan yanglikngpengembangan di
lebih dari 1 kabupaten/kota memiliki aturan yanmpang tindih antara Undang-
Undang Perkoperasian dan Undang-Undang LembaganganaMikro. Sekilas
tampak bahwa keberadaan Undang-Undang LKM membaiasg gerak BMT
yang berbadan hukum koperasi hanya di satu kabujgata, padahal dalam
realitasnya sudah banyak BMT yang berbentuk Kopdi@sa Keuangan Syariah
(KJKS) yang memiliki cabang di bupaten/kota lain.

Dalam hal pengawasan, lembaga keuangan mikro diagaagibina oleh
tiga kementrian, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (QBK)nentrian Koperasi dan
UKM dan Kementrian Dalam Negeri, sebagaimana neg&ejgahaman yang telah
ditandatangani oleh tiga kementrian, yaitu oleh ugetDewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad, thterDalam Negeri,
Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM, SjdiiffuHasan, di kantor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kompleks Bank Indanésiri Jum’at, tanggal 11
Juli 2014, tentang koordinasi pelaksanaan Undamdpblg No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
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B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentesigtensi status badan
hukum BMT dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013arept_embaga Keuangan

Mikro, maka direkomendasikan kepada :

1. Pemerintah, dalam hal ini tiga kementrian yang htetaenandatangani nota
kesepahaman tentang pengaturan LKM, bahwa perlwyadejelasan fungsi dan
tugas dan tangung jawab dari masing-masing kema@nttalam hal pembinaan
dan pengawasan LKM, khususnya BMT yang memilikiakgeristik khusus
dibandingkan LKM lainnya. Keberadaan BMT yang telbérbadan hukum
koperasi, jauh sebelum Undang-Undang No. 1 TahulB8 Z2@8ntang Lembaga
Keuangan Mikro diundangkan dan telah memiliki gsetg cukup besar, dengan
keluasan cakupan usaha di berbagai kabupaten/kbteab provinsi harus diatur
dengan tegas proses transformasinya ataukah tetgaud eksistensinya semula di
bawah Kementrian Koperasi dan UKM, karena telabhdgan hukum koperasi;

2. OJK, Kementrian Koperasi dan UKM serta Kementriagabh Negeri, bahwa
perlu adanya sosialisasi Undang-Undang LKM ini ke TBBMT dan
stakeholdernya, agar eksistensi dan pembinaan feEmgawasan BMT ini
semakin jelas, di bawah pertanggungjawaban kena@rdapa?

3. Pemerintah, bahwa inventarisasi harus diiringi dengeraturan pelaksanaan yang
jelas dan tegas yang mengatur standar operasionaégur dan pelaksanaan

kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
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